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ABSTRAK

JUAL BELI KPR BERSUBSIDI MENURUT
PERMENPUPR NO. 26/PRT/M/2016 DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Study Pada Perumahan Citra Alam Permai Desa Hajimena,
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh
IKHYAK ULUMUDIN

Salah satu kebutuhan manusia akan tempat tinggal
sebagai tempat kediaman keluarga dan sebagai pelindung
keluarganya dari segala macam yang dapat menyebabkan
terancamnya keselamatan, kesehatan dan lain sebagainya.
Kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal, mendorong tiap
orang berusaha dan bekerja keras guna memperolehnya, demi
kelurga dan diri sendiri. Salah satu upaya untuk pemenuhan
kebutuhan akan tempat tinggal bisa dilakukan dengan cara
membangun dari awal atau mebeli rumah bentuk jadi.

Namun di era yang modern sekarang ini untuk
memenuhi kebutuhan perumahan sangatlah berat karena semua
harga kebutuhan melambung tinggi apalagi bagi sebagian
masyarakat yang berpenghasilan rendang sangat tidak mungkin
sekali untuk memiliki rumah impian dengan harga yang
terjangkau, untuk itu pemerintah mengeluarkan aturan berupa
pengadaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan
rendah dengan syarat-syarat tertentu, namun hal ini
dimanfaatkan sebagian pihak untuk kepentingan pribadi dengan
melakukan berbagai cara agar bisa membeli perumahan subsidi
ini, sehingga pemberian subsidi dari pemerintah kurang tepat
sasaran. Dasar hukum mengenai perumahan ada pada Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 26/Prt/M/2016.

Dari latar belakang di atas terdapat beberapa masalah.
Pertama, bagaimana prosedur jual beli perumahan bersubsidi di
Desa Hajimena Kecamatan Natar? Kedua, bagaimana perspektif



hukum Islam tentang jual beli perumahan bersubsidi di Desa
Hajimena Kecamatan Natar?

Menurut jenisnya, penelitian ini tergolong penelitian
lapangan (field research). Data primer dikumpulkan dari
wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan metode
wawancara terarah. Adapun populasinya berjumlah 123 orang
yang di ambil dari karyawan perusahaan 3 orang dan sisanya
adalan konsumen, dengan demikian semuanya layak dijadikan
sempel. Pengolahan data dilakukan melalui editing dan
sistematis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan
metode berfikir deduktif sehingga mendapatkan kesimpulan
yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:
transaksi jual beli perumahan bersubsidi di Perumahan Citra
Alam Permai vyaitu dengan mengajukan permohonan serta
memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. Sedangkan
tinjauan hukum Islam tentang jual beli Perumahan Bersubsidi
yang kurang tepat sasaran yang terjadi di Perumahan Citra Alam
Permai dianggap tidak sah. Hal itu dikarenakan terdapat
manipulasi data dan unsur penipuan didalamnya, dan juga
penerima subsidi dari pemerintah yang tidak tepat sasaran.
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Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Skripsi ini berjudul JUAL BELI KPR BERSUBSIDI

MENURUT PERMENPUPR NO. 26/PRT/M/2016
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di
Perumahan Citra Alam Permai Desa Hajimena Kec. Natar
Kab. Lampung Selatan)”, untuk menghindari kesalahan
dalam memahaminya, maka perlu dijelaskan kata-kata yang
penting dari judul tersebut. Berikut istilah-istilah yang perlu
penulis perjelas dalam judul ini yaitu:

1. Jual beli yaitu menurut bahasa berarti al-Bai’, al-Tijarah

dan al-Mubadalah, sebagaimana Allah SWT. Berfirman:
TIEZ R s -

Artinya  :  ...mereka  mengaharapkan  tijarah
(perdagangan) yang tidak akan rugi” (Q.S. Fathir (35) :
29

. KPR  Bersubsidi adalah  “Suatu kredit yang
diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan
menengah kebawah dalam rangka memenuhi kebutuhan
perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki.”
PERMENPUPR NO. 26/PRT/M/2016 adalah *“ Peraturan
Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang
mengatur tentang kemudahan dan atau bantuan

perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan
rendah™®

! Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan

Terjemahannya, Cetakan Kedua, (Bandung: PT Mizan Buaya Kreativa,
2012), him. 438

2 http;//www.kprbersubsidi.com/2013/01/pengertian-kpr.Html?m=1
¥ Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia, Direktorat Jendral Pembiayaan Perumahan, 2016, him 1



4. Hukum Islam adalah “Hukum syar’i atau hukum Islam
berarti ketentuan, norma atau peraturan hukum Islam.”*
“Hukum Islam juga sebagai ketetapan yang telah
ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan
bagi umat Islam.” “Menurut Amir Syarifuddin, Hukum
Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu
Allah dan Sunnah Rasul, tentang tingkah-laku manusia
mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk
semua.”

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan
bahwa kajian Hukum Islam tentang jual beli perumahan
Bersubsidi (studi kasus Peumahan Citra Alam Permai di
Desa Hajimena Kecamatan Natar), maka yang dibahas
adalah praktek jual beli perumahan bersubsidi dan
pandangan Hukum Islam tentang Jual Beli perumahan
bersubsidi tersebut.

B. Alasan memilih judul

Alasan penulis memilih judul tinjauan hukum Islam pada
jual beli perumahan bersubsidi di perumahan citra indah
permai kecamatan natar adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai tentang ke
efektivan PERMENPUPR NO. 26/PRT/M/2016, serta
dengan tersedianya literatur yang memadai maka sangat
mungkin dilakukan penelitian.

2. Topik tersebut sangat memungkinkan untuk di bahas dan
di teliti. Di samping itu penelitian yang penulis lakukan
ada relevansinya dengan ilmu yang penulis pelajari di
fakultas syariah jurusan muamalah.

3. Sepengetahuan penulis, pokok permasalahan skripsi ini
belum dibahas di Fakultas Syari’ah dan Hukum.

C. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebutuhan manusia akan tempat tinggal

sebagai tempat kediaman keluarga dan sebagai pelindung

*Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2007, him 7

*Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Cetakan Ke-
empat, Raja rafindo Persada, Jakarta, 1994, him 154



keluarganya dari segala macam yang dapat menyebabkan
terancamnya keselamatan, kesehatan dan lain sebagainya.
Kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal, mendorong
tiap orang berusaha dan bekerja keras guna memperolehnya,
demi kelurga dan diri sendiri.

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S. Ath-
Thalag ayat 6, yang berbunyi:

I L N PR P ’},T/

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu”

Avyat di atas menjelaskan bahwa kewajiban seorang laki-
laki sebagai suami untuk dapat memenuhi kebutuhan
keluarganya dalam wujud kebutuhan yang sifatnya pokok
seperti perumahan. Namun Allah swt menjelaskan pula,
bahwasanya pemenuhan kebutuhan tersebut hendaklah tidak
membebani dan diberikan dengan cara ma’ruf sesuai dengan
ketentuan hukum Islam.

Pemenuhan kebutuhan rumah dapat dilakukan dengan
menempuh berbagai macam cara seperti membangun dari
awal atau juga bisa menempuh jalan lain seperti jual beli, jual
beli dalam kehidupan manusia merupakan kebutuhan dhoruri
yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga
manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli.

Jual beli menurut istilah (terminologi) yang dimaksud
dengan jual beli adalah sebagai berikut, menukar barang
dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan
dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang
lain atas dasar saling merelakan.” Dalam hal ini di contohkan

6 Departemen Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahannya,
diponegoro, Bandung, 2003, him. 946

" Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, figih muamalah, Bogor,
Ghalia Indonesia, 2011, him 65



dengan jual beli perumahan bersubsidi yang akhir-akhir ini
menjadi aset masa depan bagi setiap manusia.

Pengertian jual beli perumahan bersubsidi atau yang
dikenal dengan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) yaitu suatu
kredit  yang diperuntukkan kepada  masyarakat
berpenghasilan menengah kebawah dalam rangka memenuhi
kebutuhan perumahan atau perbaikan yang telah dimiliki.
Bentuk subsidi yang diberikan berupa: Subsidi meringankan
kredit dan subsidi menambah dana pembangunan atau
perbaikan rumah. Kredit subsidi ini di atur tersendiri oleh
pemerintah, sehingga tidak setiap masyarakat yang
mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas ini. Secara
umum batasan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam
memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan
maksimum kredit yang diberikan.® Dalam kaidah figih
disebutkan:

o

Qﬂﬁﬁe?‘&cuﬁ\i‘é@

“Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus
dihubungkan dengan kemaslahatan”.® Dalam kaidah di atas
menjelaskan segala tindakan pemerintah (pemimpin) harus
bertujuan untuk mensejahterakan rakyat sebagai contok
yaitu dengan memberikan subsidi berupa rumah untuk
masyarakat berpenghasilan rendah hal ini diatur dalam
PERMENPUR NO 26/PRT/M/2016 tentang perubahan atas
peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
nomor 21/PRT/M/2016 tentang kemudahan dan atau
bantuan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan
rendah.™

8http://fafansuka.blogspot.com/2014/03/pengertian-tentang-seputar-
kpr.html?m=1 (diunduh pada 16 agustus 2016, pukul 20.00 wib)

°Abdul Mudjib, Kidah-Kaidah 1lmu Figih (Al-Qowa "idul
Fighiyyah), Kalam Mulia, Jakarta 2013

1 Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia, Direktorat Jendral Pembiayaan Perumahan, Sosialisasi, 2016



Uraian di atas menimbulkan beberapa permasalahan,
Contoh lembaga atau agen marketing yang menjadi sarana
penjualan perumahan bersubsidi yaitu di Perumahan Citra
Alam Permai Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung
Selatan. Sistem penjualan di Perumahan Citra Alam Permai
tersebut telah melaksanakan penjualan sesuai dengan
ketentuan peraturan pemerintah PERMENPUPR NO
26/PRT/M/2016. Namun untuk kriteria pembeli perumahan
bersubsidi kurang memenuhi ketentuan sesuai dengan
peraturan yang ditetapkan.

Hal ini didasari beberapa faktor antara lain faktor
pendapatan, faktor akses penjualan, faktor pendukung
lainnya yang tidak memenuhi Kriteria ketentuan penerima
atau pembeli perumahan bersubsidi. Sehingga pelaksanaan
pada jual beli di Perumahan Citra Alam Permai tersebut
kurang tepat sasaran bagi penerima pembeli perumahan
bersubsidi yang di anggarkan oleh pemerintah untuk rakyat
yang sesuai dalam peraturan di atas, terkait masalah di atas
terdapat satu masalah lain yang dilakukan oleh pemilik
rumah dengan menjual kembali perumahan subsidi tersebut
dengan harga yang lebih mahal atau harga pasaran, hal ini
jelas menguntungkan karena dia mendapatkan rumah
tersebut dengan harga murah karena telah di subsidi oleh
pemerintah dan di jual kembali dengan harga pasaran yang
jauh lebih mahal dari harga awal.

Dari uraian di atas timbul beberapa masalah yaitu
berhubungan dengan penerima bantuan rumah bersubsidi
yang tidak tepat sasaran yang terkait dalam jual beli di atas,
dan pengambilan keuntungan dari penjualan rumah subsidi
tersebut, kemudian bagaimana hukum Islam meninjau
permasalahan tersebut, Oleh sebab itu peneliti mengangkat
permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul
“Jual beli KPR bersubsidi pada PERMENPUPR nomor
26/PRT/M/2016 dalam Perspektif Hukum Islam” dengan
lokasi perumahan Citra Alam Permai yang berlokasi di



Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan.

D. Rumusan masalah
1. Bagaimana prosedur jual beli perumahan bersubsidi di
Desa Hajimena Kecamatan Natar?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang jual beli
perumahan bersubsidi di Desa Hajimena Kecamatan
Natar?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan

a. Untuk mengetahui prosedur Jual Beli perumahan
bersubsidi di Desa Hajimena Kecamatan Natar.

b. Untuk mengetahui Hukum Islam pada Jual Beli
Perumahan Bersubsidi pada Perumahan Citra Alam
Permai di Desa Hajimemna Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis
sehubungan dengan masalah pelaksanaan jual beli.

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran pada
masyarakat dan para calon pembeli yang ingin
mengambil perumahan tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu
dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk
mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah
pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang
pemahamanya memerlukan pengumpulan dan penafsiran
fakta-fakta. Adapun metode penelitian yang digunakan
yaitu :

1 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Methodelogi Penelitian,
Jakarta: Bumi Aksara, 1997, him.1



1. Jenis dan Sifat penelitian
a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian dalam skripsi
ini termasuk dalam penelitian lapangan (field
research). Penelitian lapangan (field research)
yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam
kancah kehidupan yang sebenarnya.*?

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam
skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Yang
dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu
metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan
membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara
sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-
sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antar unsur-unsur
yang ada atau fenomena tertentu. ** Dalam
penelitian ini, akan dijelaskan tentang sistem Jual
Beli Perumahan Bersubsidi pada Perumahan Citra
Alam Permai di Desa Hajimenaa Kec. Natar kab.
Lampung Selatan. Sedangkan yang dimaksud
dengan analitis sendiri yaitu suatu proses mengatur
urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola,
kategori, dan satuan uraian dasar yang kemudian
melakukan pemahaman, penafsiran, dan
interpretasi data.** Dengan demikian, maka dalam
penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan, dan
melaporkan suatu keadaan obyek tanpa menarik
kesimpulan —umum, kemudian pada akhir
pembahasan dilakukan suatu analisis.

12 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, Cetakan Ke-
VII, Bandung: Mandar Maju, 1996, him. 32

" Ibid., him. 35

“ 1bid., him. 44



2. Sumber Data
Sumber data adalah tempat dari mana data itu
diperoleh. * Sumber data yang diperlukan dalam
penelitian ini antara lain :

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara
langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal
objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri
oleh yang hadir pada waktu kejadian. *° Data primer
dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau
lokasi penelitian - yang memberikan informasi
langsung kepada peneliti, yaitu di Perumahan Citra
Alam Permai di Desa Hajimenaa Kec. Natar kab.
Lampung Selatan.

b. Data Sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak
berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. *’
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari
membaca ensklopedi, buku-buku, dan skripsi lain
yang berhubungan dengan transaksi Jual Beli
Perumahan Bersubsidi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi
Populasi utau universe adalah sejumlah
manusia atau unit yang mempunyai karakteristik
yang sama.'® Populasi dalam penelitian ini adalah
para karyawan perusahaan yang berjumlah 3 orang
dan seluruh rumah di perumahan citra alam permai
jumlahnya 258 dan yang telah terjual kurang lebih
120 unit. Jadi populasi dalam penelitian ini
berjumlah kurang lebih 13 orang yang terdiri dari 3
dari penjual atau pengembang dan 10 dari pihak

pembeli.

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, him. 114

'® Ibid., him. 115

Y lbid., him. 117

'8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, S, Jakarta: Ul-
PRESS, 2012, him.172



b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi
yang diteliti.'® Jumlah populasi yang tersedia yaitu
kurang lebih 123 orang. Berdasarkan buku Dr.
Suharsimi  Arikunto yang menyebutkan apabila
subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil
semua, jika objeknya lebih besar dapat diambil
antara 10-15% atau 20-25%.

Oleh karena itu, berdasarkan penentuan jumlah
sampel yang telah dijelaskan, penulis mengambil
sampel sebanyak 10% dari populasi yang tersedia
yaitu kurang lebih sebanyak 13 orang yang terdiri
dari pihak perusahaan penjual yang berjumlah 3
orang, dan pembeli Perumahan Citra Alam Permai
di Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
sebanyak 10 orang.

4. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian lapangan (field research) ini,
penulis menggunakan metode pengumpulan data
dengan metode sebagai berikut:
a. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara (interview) adalah kegiatan
pengumpulan data primer yang bersumber
langsung dari responden penelitian dilapangan
(lokasi).”’ ~ Berdasarkan jenisnya, penulis
menggunakan metode nterview bebas terpimpin,
yaitu proses interview dimana interviewer
menggunakan daftar pertanyaan, akan tetapi
dapat dimungkinkan keluar dari  daftar
pertanyaan, mengkuti situsasi interviewee.

Metode ini akan ditujukan kepada pihak
perusahaan dan pembeli perumahan bersubsidi
Citra Alam Permai Desa Hajimen Kec. Natar
Kab. Lampung Selatan.

19'Suharsimi Arikunto. Op.Cit., him. 124
20 Abdulkadir Muhammad,  Hukum dan Penelitian Hukum,
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, him. 86



b. Metode Dokumentasi
Dokumentasi  yaitu mencari data-data
mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan
catatan, transkip, buku-buku, majalah, prasasti,
notulen rapat, agenda, dan lainnya.?* Dalam
penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
penjualan perumahan bersubsidi di desa hajimena
kec. Natar kab. Lampung Selatan.
5. Metode Pengolahan Data
Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan
pengumpulan kemudian diproses melalui pengolahan
data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Editing yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk
mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-
kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan
permasalahan yang akan dibahas.

b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan pokok
bahasan secara sistematis atau berurutan sehingga
memudahkan pembahasan.

6. Analisis Data

Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisis
secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan
atau lisan dari orang-orang yang berprilaku yang
dapat dimengerti.?

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan
disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan
penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil
tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang
merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat
dalam penelitian ini dengan menggunakan cara
berfikir deduktif.

2! Suharsimi Arikunto, Op.Cit., him 188
2 | exy L. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-XIV,
Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001, him. 3



Cara berfikir deduktif adalah metode analisa data
dengan cara bermula dari data yang bersifat umum
tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat
khusus.?

2 sutrisno Hadi, Methodologi Research, Yogyakarta: Fakultas
Psikologi UGM, 1984, him. 42
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Prosedur Jual Beli Perumahan Bersubsidi Menurut

PERMENPUPR NO. 26/PRT/M/2016
Dalam mensukseskan program pemerintah dalam

pemberdayaan masyarakat kurang mampu dalam pemenuhan

kebutuhan perumahan, pemerintah mengeluarkan kebijakan

yang di atur dalam PERMENPUPR NO. 26/PRT/M/2016

yang berisi tentang kemudahan dan atau bantuan perolehan

rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Prosedur

dalam jual beli perumahan bersubsidi yaitu sama dengan jual

beli perumahan pada umumnya yaitu dengan memenuhi

syarat-syarat yang telah ditentukan antara lain adalah:

1. Warga negara Indonesia.

2. Untuk paket KPR subsidi belum memiliki rumah sendiri.

3. Telah berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan
maksimal 60 tahun dan berwenang melakukan tindakan
hukum serta pada usia 65 tahun kredit nya harus sudah
dilunasi.

4. Mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi
angsuran  bulanan dan terjamin kelangsungannya.

5. Telah memiliki masa kerja atau telah menjalankan usaha
dalam bidangnya minimal 1 tahun.

6. Pemohon telah menjadi penabung atau pemegang
rekening giro Bank Tabungan Negara.**

ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi  untuk
mendapatkan kredit pemilikan rumah antara lain adalah:
a) Batas penghasilan keluarga
Batas pengahasilan dalam pengajuan  kredit
pemilikan rumah bersubsidi yaitu maksimal Rp.
4.000.000 per bulan.

** Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia, Direktorat Jendral Pembiayaan Perumahan, op.Cit. him 4



b) Angsuran pembayaran kredit bagi mereka yang
berpenghasilan tidak tetap, dikenakan angsuran
maksimum adalah sebesar 25% dari rata-rata
penghasilan keluarga per bulan. Sedangkan untuk
yang berpenghasilan tetap, angsuran maksimumnya
adalah sebesar 30% dari penghasilan keluarga per
bulan.

c) Pembayaran uang muka
Uang muka maksimum yang yang harus dibayarkan
untuk kredit pemilikan kapling siap bangun dengan
luas 54 meter persegi sampai dengan 72 meter dan
untuk kredit pemilikan rumah tipe 12 dan sampai
dengan rumah susun tipe 21 adalah sebesar 10% dari
besar kredit yang diberikan. Sedangkan untuk kredit
pemilikan rumah tipe 27, tipe 36, tipe 45, ruko, tipe
54, tipe 90 dan rumah susun tpe 36 dan lebih besar
dari tipe 36 uang mukanya ditentukan oleh pihak
bank pelaksana.

d) Suku bunga dan jangka waktu maksimum

pembayaran Kredit.
Suku bunga untuk kredit pemilikan kapling siap
bangun dengan luas 54 meter persegi sampai dengan
72 meter persegi dan kredit pemilikan rumah untuk
tipe 12 sampai dengan tipe 18, tipe 21, serta rumah
susun, tipe 21 adalah sebesar 12% dengan jangka
waktu maksimum cicilan 20 tahun. Sedangkan untuk
rumah tipe 27, tipe 36, tipe 45, ruko, tipe 54 dan tipe
70, dan rumah susun yang tipenya lebih besar dari
tipe 36 besarnya suku bunga ditetapkan oleh bank
pelaksanaan, adapun g’angka waktu maksimum
cicilan adalah 20 tahun.?

Setelah semua persyaratan yang ditentukan telah
terpenuhi maka data pemohon diserahkan kepada
Unit Loan Service (pejabat bagian kredit dan
marketing) untuk diproses dan dianalisa apakah

2 Adi hamzah, DASAR-DASAR HUKUM PERUMAHAN, PT
Rineka Cipta, jakarta 2006, him 8



permohonan ini disetujui / tidak. Kemudian Proses
penelitian permohonan KPR BTN di kantor cabang
dilakukan oleh pegawai yang bertugas pada bagian
Loan service dan dilakukan dengan cara sebagai
berikut:

1) Penelitian kelengkapan data pemohon.

2) Register penerimaan permohanan KPR.

3) Perjanjian Kredit.

4) Persetujuan Kredit.

5) Pencairan Kredit.?®

B. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Jual Dbeli menurut etimologi di artikan artinya
menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara’
artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara
tertentu (agad).”’

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-
ba’i, al-tijarah, dan al-mubadalah, hal ini sebagaimana
firman Allah Swit. :

S > }: @ :///" 2 -
Artinya : ...mereka mengaharapkan tijarah (perdagangan)
yang tidak akan rugi” (Q.S. Fathir (35) : 29)

Jual beli menurut bahasa atau lughat adalah :

* Ibid, him 5

2" Moh. Rifa’i, Figh Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), him. 402

% Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan
Terjemahannya, Cetakan Kedua, (Bandung: PT Mizan Buaya Kreativa,
2012), him. 438

2 Abi Abdullah Muhammad bin Alqosim Algharagi Asy-syafi’i,
Tausyaikh ‘Ala Fathul Qorib Al Mujib, Cet. Ke-1, (Jeddah: Alharomain,
2005), him. 130



Artinya : “Jual beli menurut Bahasa yaitu tukar-menukar
benda dengan benda dengan adanya timbal balik.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas, jual beli
menurut bahasa atau etimologi adalah tukar-menukar
sesuatu dengan sesuatu. Adapun menurut istilah
(terminologi) yang dimaksud dengan jual beli sebagai
berikut :

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang
dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada
yang lain atas dasar saling merelakan.*

F A0S bang gL e Ak 2

Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar

yang sesuai dengan aturan syara’.31
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Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan

saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan
cara yang diperbolehkan.*

I8 et Iy W s e e g i 4
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akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan
harta, maka jadilah penukaran hak milik.**
Kol 5 G J Wy 3512 5
Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk
pemindahan milik dan kepemilikan.3*

% sayid Sabig, Figih Sunnah, ahli bahasa oleh Kamaludin A.
Marzuki, Terjemahan Figh Sunnah, Jilid IV (Bandung: Al Ma’arif, 1987)
him. 123

*! 1bid, him 122

%2 Ibid, him 124

% Hasbi Ash Shiddiqy, Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1974) him 97

% Nasroen Haroen, Figih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,
2009) him 112



6. Jual beli menurut ulama Malikiah ada dua macam
yaitu : jual beli %/ang bersifat umum dan jual beli yang
bersifat khusus.™

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan
tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan
kenikmatan. Dalam arti benda yang ditukarkan adalah dzat

(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi,

bukan manfaatnya,. Sedangkan jual beli dalam arti khusus

adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan
kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai
daya tarik, penukarannya bukan emas ataupun perak,

bendanya dapat di realisir dan ada seketika (tidak di

tangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di

hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah

diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui.®

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa
inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda
atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara
kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan
pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau
ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.37
Sesuai dengan kesepakatan hukum maksudnya ialah
memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-
hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila
syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak
sesuai dengan kehendak syara’.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan
uang, sehingga sifat benda tersebut harus dapat dinilai,
yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan
penggunaanya menurut syara’. Benda itu ada kalanya
bergerak (dapat dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak
dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada
kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada
perumpamaanya (mitsli) dan tak ada yang menyerupai

% sayid Sabig, Op.Cit, him 120-121
% 1bid, him 120-121
%" Ibid, him 122



(gimi) dan yang lainnya. Penggunaan harta tersebut

dibolehkan sepanjang tidak dilarang syatra’.38

Jual beli menurut ulama hanafiah ada dua macam,
yaitu jual beli yang umum dan jual beli dan khusus. Jual
beli dalam arti umum ialah sesuatu perikatan tukar
menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan
kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua
belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak
menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang
ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan
manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat
(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi
bukan manfaatnya atau hasilnya.*

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-
menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula
kelzatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan
mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisisr dan
ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang
baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak,
barang yang sudah diketahui sifat-sifathnya atau sudah
diketahui terlebih dahulu.*

Dengan demikian yang dimaksut dengan jual beli
adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang
lainnya atau memindahkan hak milik dengan suatu ganti
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas dasar suka
sama suka antara keduanya.

him 68

% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (jakarta: rajawali pers, 2010)

* 1bid, 69
0 1pid, 70



C. Dasar Hukum Jual Beli
1. Al-Quran
Hukum jual beli yang disyari’atkan dalam islam yang
bersumber dari al quran antara lain :

a. Q.S. Al-Bagoroh (2) ayat 275 :

e I
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Artinya : “..Padahal allah telah menghalalkan jual
beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al-Bagarah :
275)"

Riba adalah salah satu kejahatan jahiliah yang
amat hina. Riba juga tidak sedikit juga dengan
kehidupan orang yang beriman. Kalau di zaman
yang sudah-sudah ada yang melakukan itu, maka
sekarang karena sudah menjadi muslim semua,
hentikanlah hidup yang hina itu. Kalau telah
berhenti, maka dosa-dosa yang lama itu habislah
hingga itu, bahkan di ampuni oleh Allah.*?

Dalam ayat ini, diperlihatkan pula pribadi orang
yang hidupnya dari makan riba itu. Hidupnya selalu
susah, walaupun bunga uangnya dari riba telah
berjuta juta. Dia diumpamakan dengan orang yang
selalu kacau dan gelisah dan resah.*® Berdasarkan
penjelasan tersebut, itulah alasan mengapa allah
mengharamkan riba dalam kehidupan manusia.

*' Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit., him. 48

*2 Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), Tafsir Al-
Azhar, Juzu’ 1-2-3, (Yayasan Nurul Islam), him. 65

** 1bid., him. 64



b. Q.S. Al-Bagarah (2) ayat 198 :

-
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(VaA: 2l
Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari
karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu.”
(Q.S. Al-Bagarah : 198)*
c. Q.S. An-Nisaa’ ayat 29 :
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Artinya : “Hai orang-0orang yang beriman! Janganlah
kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang
bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama suka di antara kamu, dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya
All%? Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa :
29)

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa
larangan memakan harta yang berada di tengah
mereka dengan bathil itu mengandung makna
larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta
yang tidak mengantar masyarakat  kepada
kesuksesan, bahkan mengantarkannya kepada

* Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit., him. 47
> Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit., him. 84



kebejatan dan kehancuran, seperti praktek-praktek
riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan,
dan lain-lain.*®
Penghalalan Allah Swt. terhadap jual beli itu
mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa
Allah Swt. mengahalalkan setiap jual beli yang
dilakukan olen dua orang pada barang yang
diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka
sama suka.”” Maka dari itu, Allah menganjurkan kita
untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama
suka.
2. Hadist
Hadits berarti yang baru, yang tidak lama, cakap,
labun, bawal, omong, cerita, nyerita, hadits. Sedangkan
hadits menurut ahli hadits, ialah: segala ucapan nabi,
segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau.*
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Artinya : Dari Rifa’ah bin Rafi’i r.a., bahwasanya Nabi

Saw. pernah ditanya, “Pekerjaan apa yang paling baik?”,
maka Beliau menjawab: “Pekerjaan seseorang dengan

% M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan
Keserasian Al-Qur’an), Cet. Ke-1, (Ciputat: Penerbit Lentera hati, 2000),
him. 413

*" Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Loc.Cit., him. 1

*® Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits, Bulan
Bintang, Jakarta, 1974, him. 22

# Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram Min Adillatil
Ahkam, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka
Amani, 1995), him. 303



tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (H.R.
Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim)*

Hadits Riwayat Bukhari Muslim
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Artinya : Diceritakan Ibrahim bin Musa, mengabarkan
‘Isa, dari Tsaur, dari Kholidi bin Ma’dan, dari Migdam
ra. bahwa Rasulullah Saw. berkata : “Tidak ada
makanan yang dimakan seseorang, sekali-kali tidak ada
yang lebih baik daripada makanan-makanan dari hasil
usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s.
makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri.” (H.R.
Bukhari Muslim)>?

3. Ijma’

Dalil kebolehan jual ‘beli menurut ijma’ ulama
adalah telah sepakat bahwa bahwa jual beli
diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan
mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan
orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik

*  http://www.salamdakwah.com/hadist/29-mata-pencaharian-yang-

paling-afdhol, 04/12/2016, pkl. 14:52

>1 Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, Op.Cit.,
No. Hadits 1944, him. 788

>2 http://muslim.or.id/2996-antara-tawakkal-dan-usaha-mencari-rizki-
yang-halal.html, 04/12/2016, pkl. 14:56
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orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan

barang yang lainnya yang sesuai.*®

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwa jual
beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu
diperbolehkan asal saja didalam jual beli tersebut
memenuhi ketentuan yang telah ditentukan didalam jual
beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan
Hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi
jual beli sangat mendesak, dengan transaksi jual beli
seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain
yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh
karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia
semenjak Rosululloh saw., hingga saat ini menunjukan
bahvg? umat telah sepakat akan disyariatkannya jual
beli.

Berdasarkan ayat, hadits, dan ijma’ umat di atas
diketahui bahwa jual beli diperbolehkan (dihalalkan oleh
Allah) asalkan dilakukan dengan saling rela antara
penjual dan pembeli.

Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah,
sunnah, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut:>
a. Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat

atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali

terhadap makanan atau minuman sedang iya mampu
untuk melakukan jual beli.

b. Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual
belikan sesuatu yang diharamkan oleh syara’ seperti
menjual babi.

c. Jual beli hukumnya sunah apabila seorang
bersumpah untuk menjual barang yang tidak
membahayakan, maka melaksanakan hal demikian
itu sunnah.

% Al-Mushlih Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, Figih Ekonomi
Keuangan Islam, Darul Hag, Jakarta, 2004, him. 91-92

>* Sayid Sabig, Op.Cit, him. 46

> Abdul Rohman Al-Jaziri, Op.Cit, him 315



d. Jual beli dihukumi makruh, apabila trnsaksi
dilakukan pada saat selesai.

D. Syarat Dan Rukun Jual Beli
Dalam jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang
teramat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli
tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu islam telah
mengatur tentang syarat dan rukun jual beli, antara lain:
1. Syarat Jual Beli
Syarat yaitu asal maknanya: janji, menurut istilah
syara’, ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan
sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu
itu tidak berada dalam pekerjaan itu.*®
Adapun syarat-syarat ijab dan gabul menurut ulama
figih yaitu: °’

a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.

b. Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual
mengatakan : ‘“saya jual buku ini seharga Rp.
15.0007, lalu pembeli menjawab : “saya beli dengan
harga Rp. 15.000”. apabila antara ijab dan qgabul
tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

c. ljab dan qgabul dilakukan dalam satu majlis.
Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual
beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli
berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli
mengerjakan aktivitas lain yang tidak berkaitan
dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan
gabul, maka menurut kesepapakatan para ulama
figih jual beli ini tidak sah.

Berdasarkan beberapa syarat ijab dan qabul
tersebut di atas, yang menjadi perselisinan pendapat

*® M. Abdul Mujiecb, Mabruri Thalhah dan Syafi’ah AM., Kamus
Istilah Figih, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, him. 301

" Muhammad Yusuf Musa, Al-Amwal Wa Nazhariah Al-‘4gd, Dar
Al-Fikr Al-‘Arabi, 1976, hlm. 255



adalah ijab dan gobul dilakukan dalam satu majlis.
Dimana ulama Hanafiah dan Malikiah mengatakan
bahwa antara ijab dan gobul boleh saja di antarai
oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli
sempat untuk berfikir.®® Namun ulama Syafi’iyah
dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab
dan qobul tidak terlalu lama, yang dapat
menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan
telah berubah.>

Terkait dengan masalah ijab dan qobul ini,
adalah jual beli melalui perantara, baik melalui
orang yang di utus maupun melalui media cetak
seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti
telepon dan faximile, para ulama figih sepakat
menyatakan bahwa jual beli melalui perantara atau
dengan mengutus seseorang dan melalui surat
menyurat adalah sah, apabila antar ijab dan gobul
sejalan.®

1.1 Syarat Bagi Penjual Dan Pembeli
Bagi orang yang melakukan akad jual beli,
diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut:
a) Berakal
Jual beli hendaklah dilakukan dalam
keadaan sadar dan sehat. Jual beli yang
dilakukan oleh anak kecil yang belum
berakal, orang gila, mabuk dan atau pingsan
hukumnya tidak sah atau haram. Hal ini
dinyatakan oleh Rosulullah dalam sabdanya
yang berbunyi:

*% |bnu Abidin, Radd Al-Muhtar ‘Ala Ad-Dur Al-Mukhtar, Jilid 1V, Al-
Amiriah, Mesir, tt, him. 113

% Asy-Syarbaini Al-Khatib, Mughni Al-Muhtaj, Jilid 11, Dar al-Fikr,
Beirut, 1982, him 5-6

% Mustafa Ahmad Az-Zarqa, Al-‘Uqud Al-Mussamah, Mathabi Fata
al-‘Arab. Damaskus, 1965, hlm 43-44
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Artinya: dari Aisyah ra Nabi Muhammad
SAW bersabda: diangkatnya kalam dari tiga
orang (perkara), dari orang yang tidur hingga
dia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa,
dan dari orang gila hingga ia berakal/sembuh
dari gilanya (HR Abu Dawud dan Nasa’i).%

b) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas.®®
Baligh adalah masa kedewasaan seseorang,
yang menurut kebanyakan para ulama yaitu
apabila seorang telah mencapai usia 15
tahun, atau orang belum mencapai umur yang
dimaksud, akan tetapi sudah dapat
bertanggung jawab secara hukum.®* Yakni
anak-anak yang sudah sampai pada usia
tertentu yang menjadi jelas baginya segala
urusan -~ atau persoalan yang dihadapi.
Pikirannya telah mampu mempertimbangkan
atau memperjelas mana yang baik dan mana
yang buruk.
(1) Intilam: keluarnya air mani dari

kemaluan laki-laki atau perempuan,

dalam keadaan jaga ataupun tidur.

1 Abdur Rohman Jalaludin bin Bakar Asy-Suyuti, Al-Jami us
Shoghir, Darul Kitab Al-Arabiah, tt, him.24

®2 Ibid, him 24

% M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah dan Sayfi’ah AM., op.cit., him
37

® Departemen Agama Republik Indonesia, Pengantar llmu Figh,
Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Jakarta, 1994, him. 3-4



(2) Haid: keluarnya darah haid bagi
perempuan.

(3) Rambut: tumbuh rambut yang kasar di
sekitar kemaluan.

(4) Umur: umurnya tidak kurang dari 15
tahun.®

Setiap orang yang padanya terdapat
salah satu tanda-tanda kebalighan tersebut
berarti ia sudah mukallaf, berarti sudah
terkena kewajiban-kewajiban syari’at agama
(islam). la akan mendapat pahala jika
mengerjakannya, dan akan bedosa jika
meninggalkannya. Di indonesia biasanya
dimajemukkan dengan kata akil, menjadi
akil-baligh.®

c) Tidak pemboros

Maksudnya kedua belah pihak yang
melakukan transaksi jual beli tersebut
bukanlah manusia yang boros, karena orang
yang boros dipandang sebagai orang yang
tidak cakap dalam hukum. Bagi orang
pemboros apabila dalam melakukan jual beli,
maka jual belinya tidak sah, sebab bagi orang
pemboros itu suka menghambur-hampurkan
hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta
kepadanya akan menimbulkan kerugian pada
dirinya. Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah
SWT dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra’
ayat 27:

% M. Abdul Mujieb, Op.Cit, him. 37

% 1hid
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Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros
itu adalah saudara-saudara syaitan dan
syaitan itu adalah sangat ingkar kepada
Tuhannya. (Q.S. Al-Isra’ ayat 27).%
d) Atas kemauannya sendiri

Artinya prinsip jual beli adalah suka
sama suka tanpa ada paksaan antara si
penjual dan si pembeli. Maka jika prilaku
tersebut tidak tercapai, jual beli itu tidak sah,
sebagaimana firman Allah SWT dalam surah
An-Nisa’ ayat 29:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang Berlaku

%7 Departemen Agama RI, Op.Cit. him. 388



dengan suka sama-suka di antara kamu.”
(Q.S. An-Nisa’ : 29)%

Perkataan suka sama suka pada ayat di
atas menjadi landasan bahwa jual beli yang
dilangsungkan haruslah kehendak sendiri
yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan
dan tipu daya. Adapun orang yang dipaksa
dengan misalnya oleh hakim untuk menjual
hartanya untuk mkembayar hutangnya karena
pailit, maka penjualannya itu sah.

e) Yang melakukan akad itu adalah orang yang
berbeda orang yang melakukan akad itu
adalah orang yang berbeda maksudnya adalah
seseorang yang tidak dapat bertindak dalam
waktu yang bersamaan sebagai penjual
sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad
menjual  sekaligus membeli  barangnya
sendiri. Jual beli seperti ini tidak sah.®

1.2 Syarat Barang Yang Diperjual Belikan

Mengenai syarat-syarat barang yang diperjual

belikan menurut Sayid Sabiq yaitu sebagai

berikut; "

a) Bersih barangnya;

b) Dapat dimanfaatkan;

c) Milik orang yang melakukan akad/milik
sendiri;

d) Mampu menyerahkan;

e) Diketahui barangnya dengan jelas dan;

f) Barang yang diakadkan ada di tangan.

% Ibid, him. 107

% H. Nasrun haroen, Ushul Figh I, Logos Publishing House, Jakarta,
1996, him 116

" sayid Sabig, Op.Cit., him 52



Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Az-
Zarga syarat barang yang diperjual belikan yaitu
sebagai berikut: "*

a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi
pihak penjual menyatakan kesanggupannya
untuk mengadakan barang itu. Misalnya,
barang yang dijual sedang diletakkan
pedagang di dalam gudang.

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi
manusia.

c) Milik seorang. Barang yang sifatnya belum
dimiliki seseorang tidak boleh diperjual
belikan seperti memperjual belikan ikan laut.

d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau
pada waktu yang disepakati bersama ketika
transaksi berlangsung.

2. Syarat-Syarat Nilai Tukar

Selain hal-hal tersebut di atas, unsur terpenting
dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang
dijual (uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini,
para ulama membedakan ats-tsaman dengan as-si 7.
Menurut mereka ata-tsaman harga pasar yang
berlaku ditengah masyarakatsecara nyata, sedangkan
as-si’r adalah. modal barang yang seharusnya
diterima para pedagang sebelumk dijual ke
konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada
dua, yaitu harga antara pedagang antara pedagang
dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga
jual pasar).”

Karena harga yang dapat dipermainkan para
pedagang adalah ats-tsaman. Para ulama figih
mengemukakan syarat-syarat ats-tsaman sebagai
berikut

™ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, Op.Cit., him 43
2 Fathi ad-Duraini, Al-Figh Al Islami Al-Muwaran Ma’a Al-
Muzahib, Mathba’ah Ath-Tharriyin, damaskus, 1979, him. 56



3.

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus
jelas jumlahnya.

b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun
secara hukum seperti pembayaran dengan cek
atau kartu kredit. Apabila harga barang itu
dibayar kemudian (berutang), maka waktu
pembayarannya harus jelas.

c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling
mempertukarkan barang (al-muga yadhah), maka
barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang
yang diharamkan syara’.”®

Rukun jual beli
Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua belah

pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli

tersebut. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah
ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi
agar jual beli menjadi sah menurut hukum islam.”

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama’ “Arkan” ,

artinya asas atau sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu

yang menetukan sah (apabila dilakukan) dan tidak
sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan
sesuatu itu termasuk dijalan pekerjaan itu.”” Menurut

Abdurahman Algazari, mendefinisikan rukun jual beli

sebagai berikut:”

a. Al-agidani, yaitu dua belah pihak yang berakad yakni
penjual dan pembeli.

b. Maugud ‘alaih, yaitu sesuatu yang dijadikan akad
yang terdiri dari harga dan barang yang diperjual
belikan.

c. Sighat, yaitu ijab dan Kabul.

Adapun rukun jual beli menurut ulama hanafiah

hanya satu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan

8 Mustafa Ahmad Az-Zarqa, Op.Cit., hIm 67
™ M. Ali Hasan, Perbandingan Madzhab, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 1996

him 301

> M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah dan Syafi’iah Am., Op.Cit.,

"® Abdul Rohman Al-Jaziri, Op.Cit, him 16



gabul (ungkapan penjual dari penjual). Menurut mereka
yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua
belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan
tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati
yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka
diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari
kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli,
menurut mereka boleh tergantung dalam ijab dan gabul,
atau melalui cara saling memberikan barang dan harga
barang.”’

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun
jual beli ada empat, yaitu: "

a. Ada orang yang melakukan akad atau al-
muta’aqgidain (penjual dan pembeli),

b. Ada sighat (lafal ijab dan gabul),

c. Ada barang yang dibeli,

d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut imam Tagiyudin Abi Bakar Muh. Al-
Husaini menyatakan rukun jual beli yaitu sebagai
berikut: "

Penjual

Pembeli

Barang yang dijual
Harga

Ucapan ijab dan gabul

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri bahwa rukun

jual beli itu ada enam (6) yaitu:

Shighat (ijab dan gabul)

‘Agid (orang yang mengadakan perjanjian, terdiri
dari penjual dan pembeli)

® o0 o

oo

" Ibnu Abidin, Op.Cit., him 5

8 Al Bahuti, Kasyasaf Al-Qina, Jilid 11, Dar Al-Fikr, Beirut, tt, him
125

" Tagiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini, Kifayatul Akhyar , Juz IV,
Al-Ma’arif, Bandung, tt, hlm. 89

8 Abd. Rohman Al-jaziri, Kitabul Figh Ala Madzahi Bil Arba’ah,
Az-Zariyah, Kairo Mesir, Cet. VI, Juz Il, tt, him 141



C. Ma’qud alaih (barang objek akad) terdiri dari barang
dan harga.

Dan yang dimaksud dengan rukun disini adalah
sesuatu yang harus ada untuk adanya sesuatu yang
lain, walaupun tidak termasuk hakikatnya, karena
sesungguhnya rukun dari sesuatu adalah asal (pokok)
yang termasuk kedalamnya. Dan pokok (asal) dari
jual beli adalah sighot yang tanpa sighat tersebut
maka orang yang mengadakan perjanjian jual beli
tidak disebut penjual dan pembeli.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama (fugoha)
tersebut, maka secara ringkas rukun jual beli yang ideal
yaitu adanya kedua belah pihak yang melakukan
transaksi jual beli, adanya barang yang menjadi transaksi
jual beli dan lafadz dalam transaksi jual beli tersebut.

E. Macam-macam Jual Beli
Dalam macam atau bentuk jual beli, terdapat beberapa
klasifikasi yang dikemukakan oleh para Ulama, antara lain :
1. Ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi atau
tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu : %
a. Jual beli yang shahih
Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang
shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi
rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang
lain, dan tidak bergantung pada Khiyar lagi.
b. Jual beli yang bathil
Jual beli dikatakan jual beli yang bathil apabila
salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi,
atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak
disyari’atkan atau barang yang dijual adalah barang-
barang yang diharamkan syara’. Jenis-jenis jual beli
yang bathil antara lain :

8 Nasrun Haroen, Figh Mu’'amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,
2007), him. 121-129



1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama figh
sepakat meyatakan jual beli seperti ini tidak sah
atau bathil. Misalnya, memperjualbelikan buahan
yang putiknya pun belum muncul di pohon.

2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh
pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau
burung piaraan yang lepas dan terbang udara.
Hukum ini disepakati oleh ulama Figh dan
termasuk ke dalam kategori bai al-gharar (jual
beli tipuan).

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang
ada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu
semua terdapat unsur tipuan.

4) Jual beli benda-benda najis, seperti khamr, babi,
bangkai, dan darah karena dalam pandangan
Islam adalah najis dan tidak mengandung harta.

5) Jual beli al-‘arbun, yaitu jual beli yang
bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli
membeli sebuah barang dan uangnya seharga
barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat
apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli
sah. Tetapi apabila pembeli tidak setuju dan
barang dikembalikan, maka uang yang telah
diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi
penjual. Kebanyakan fugaha melarangnya
dengan alasan bahwa jual beli termasuk bab
kesamaran dan pertaruhan, juga memakan harta
orang lain tanpa imbalan.®

6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut,
dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang,
karena air yang tidak dimiliki seseorang
merupakan hak bersama ummat manusia, tidak
boleh diperjualbelikan.

8 \bnu Rusyd, Bidayatu’l Mujatahid, Terjemah oleh M.A.
Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz I1, (Semarang: Asy-Syifa’, 1990),
him. 80



c. Jual beli fasid adalah jual beli yang rusak dan apabila
kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh
diperbaiki. Jenis-jenis jual beli fasid, antara lain :

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

Jual beli al-majhul, vyaitu jual beli yang
barangnya secara global tidak dapat diketahui,
dengan Ssyarat kemajhulannya bersifat
menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya
bersifat sedikit, maka jual belinya sah.

Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.
Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini
dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau
tenggang waktu yang deisebutkan dalam akad
jatuh tempo.

Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat
dihadirkan pada saat jual beli Dberlangsung,
sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh
pembeli.

Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

Barter dengan barang yang yang diharamkan,
umpamanya menjadikan barang-barang yang
diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamr,
bangkai, dan darah.

Jual beli ajal, misalnya seseorang menjual
barangnya  kepada  orang lain yang
pembayarannya ditunda selama satu bulan,
kemudian setelah penyerahan kepada pembeli,
pemilik barang pertama membeli barang itu
dengan harga vyang lebih rendah, sehingga
pertama tetap berutang kepada penjual. Jual beli
seperti ini dikatakan fasid karena jual beli ini
menyerupai dan menjurus kepada riba.

Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk
tujuan pembuatan khamr.

Jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti
ungkapan pedagang yang mengatakan, “Jika
tunai harganya Rp 50.000, dan jika berutang
harganya Rp 75.000”.



9) Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat
dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli
tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.

10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang
belum sempurna matangnya untuk dipanen.

2. Ulama Malikiyah, membagi jual beli dari segi terlihat
atau tidaknya barang dan kepastian akad, antara lain:

a.

Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya

barang, yaitu: **

1) Jual beli yang hadir, artinya barang yang
dijadikan objek jual beli Nampak pada saat
transaksi berlangsung;

2) Jual beli yang barangnya dianggap kelihatan
seperti jual beli salam. Salam atau salaf itu sama
artinya yaitu pesan. Dikatakan jual beli salam
karena orang yang memesan itu sanggup
menyerahkan modal uang di majelis akad.

Jual beli dilihat dari segi kepastian akad, yaitu:

1) Jual beli tanpa Khiyar;

2) Jual beli Khiyar.

F. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Dalam pembagian atau macam-macam jual beli yang
dilarang dalam Islam, Wahbah Az-Zuhaili membagi atas
beberapa bagian sebagai berikut ;**

1. Jual beli yang dilarang karena pihak-pihak yang berakad
(01e=)1), Adapun orang-orang yang tidak sah jual belinya
adalah sebagai berikut:

a.

Orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh
orang yang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan
ulama, karena tidak memiliki sifat ahliyah
(kemampuan). Disamakan dengannya orang yang
pingsan, mabuk, dan dibius.

& Imam Tagiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, Op.Cit.,

him. 570

8 Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit., him. 162



b. Anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan
anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah,
kecuali dalam perkara-perkara yang ringan. Adapun
jual beli anak yang telah mumayyiz maka tidak sah
menurut Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, karena
tidak memiliki sifat ahliyah. Sedangkan menurut
Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual belinya sah
jika ada izin walinya dan persetujuannya.

c. Orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang
dilakukan orang buta sah juka diterangkan sifat
barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela.
Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah tanpa
diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah,
karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang
yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya
tetap dipandang tidak sah.

d. Orang yang dipaksa

Menurut  Ulama Hanafiyah, berdasarkan
pengkajian, jual beli yang dipaksa bersifat
menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang
dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari
paksaan, maka jual belinya berlaku.

e. Fudhuli

Jual beli fudhul yaitu jual beli milik orang lain
tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut
para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak
sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain
(mencuri).

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli
semacam ini diperbolehkan, karena mereka
menafsirkan jual beli tersebut kepada pembelian
untuk dirinya dan bukan orang lain. Sedangkan
Ulama yang lain mengategorikan ini kedalam jual
beli untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, para
Ulama sepakat bahwa jual beli fudhul tidak sah.



f. Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit,
bodoh, atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh
orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit
maupun kebodohannya dipandang tidak sah, sebab
ia dianggap tidak mempunyai kepandaian dan
ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

g. Jual beli Malja’

Jual beli Mulja’ yaitu jual beli yang dilakukan
oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli
yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak
sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana
yang terjadi pada umumnya.

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang
yang diperjual belikan / 4ie 3%), antara lain :
a. Jual beli gharar

Jual beli gharar yaitu jual beli barang yang
mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq,
yang dimaksud dengan jual beli gharar ialah semua
jenis  jual beli yang mengandung jahalah
(kemiskinan) atau mukhatarah (spekulasi) atau
qumaar (permainan taruhan). &

b.  Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan

Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan
maksudnya adalah jual beli barang yang tidak dapat
diserahkan, seperti burung yang masih terbang di
udara dan ikan yang yang masih berenang di air,
dipandang tidak sah karena jual beli seperti ini
dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c. Jual beli majhul

Jual beli majhul adalah jual beli barang yang
tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih
di tanah, jual beli buah-buahan yang masih
berbentuk bunga, dan lain-lain.

8 sayyid Sabig, Op.Cit., him. 74



d. Jual beli sperma binatang
Dalam jual beli sperma (mani) binatang,
maksudnya adalah seperti mengawinkan seekor
pejantan dengan betina agar mendapatkan keturunan
yang baik adalah haram. Hal ini sebagaimana hadits
Rasulullah Saw. :

ale B Jo & & J6 e i o ok N
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Artinya : Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya, “Nabi
Saw. melarang jual beli anak hewanyang masih
dalam kandungan dan bibit (air sperma binatang).”
(H.R. Al-Bazzar)

e. Jual beli yang dihukumi najis oleh agama Islam (Al-
Quran)

Jual beli yang dihukumi najis dalam agama
Islam maksudnya ialah bahwa jual beli barang-
barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama,
seperti - arak/khamr, babi, bangkai, dan berhala
adalah haram.

Alasan larangan memperdagangkan barang-
barang tersebut adalah karena dapat menimbulkan
perbuatan maksiat, dapat membawa orang berbuat
maksiat atau mempermudah dan medekatkan
manusia melakukan kemaksiatan. Tujuan
diharamkannya dapat melambankan perbuatan
maksiat dan dapat mematikan orang untuk ingat
kepada kemaksiatan serta menjauhkan manusia dari
perbuatan maksiat.®’

f. Jual beli anak binatang yang masih di dalam
kandungan

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab
belum ada dan belum tampak jelas. Penjualan ini

8 Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asgalani, Op.Cit., him. 322
8 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, Alih bahasa oleh
H. Mu’ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), him. 352



dilarang karena penjualan yang gelap masanya,
spekulasi, juga belum diketahui jantan atau betina.®®
g. Jual beli muzabanah
Jual beli muzabanah yaitu jual beli buah yang
basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli
padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedang
ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik
kering. Jual beli seperti dilarang
h. Jual beli muhagallah
Jual beli muhaggalah yaitu jual beli tanam-
tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di
sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama,
karena mengandung undur-unsur riba di dalamnya
(untung-untungan).
i.Jual beli mukhadharah
Jual beli mukhadharah adalah jual beli buah-
buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya
rambutan yang masih hijau, mangga yang masih
kecil, dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini
dilarang oleh agama karena barang tersebut masih
samar (belum jelas) dalam artian bisa saja buah
tersebut jatuh (rontok) tertiup angin sebelum
dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan
kekecewaan salah satu pihak.
j. Jual beli mulammasah
Jual beli mulammasah adalah jual beli secara
menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki
(memakai), maka dianggap telah membeli kain itu.
Jual beli seperti itu dilarang oleh agama, karena
mangandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan
dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
k. Jual beli munabadzah
Jual beli munabadzah adalah jual beli secara
lempar-melempar, misalnya seseorang berkata :
“lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti
kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku,

8 Muhammad Fuad Abdul Bagi, Op.Cit., hIm. 518



setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah
jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama,
karena mengandung tipuan dan dapat merugikan
salah satu pihak.
3. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul), antara
lain :
a. Jual beli mu’athah

Jual beli mu’athah yaitu jual beli yang telah
disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli)
berkenaan dengan barang maupun harganya teteapi
tidak memakai ijab kabul. Jual beli seperti ini
dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat
dan rukun jual beli.

b. Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau
perantara utusan.

Jual beli seperti ini sah menurut kesepakatan para
ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat
sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada
pelaku kada kedua. Jika gabulnya terjadi di luar
tempat tersebut, maka akadnya tidak sah.

1) Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab kabul
Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab
kabul maksudnya adalah jual beli yang terjadi
tidak sesuai antar ijab dari pihak penjual dengan
kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak
sah karena ada kemungkinan untuk meninggikan
harga atau menurunkan kualitas barang.
2) Jual beli munjiz
Jual beli munjiz yaitu jual beli yang
digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau
ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual
beli seperti ini dipandang tidak sah, karena
dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun
jual beli.
3) Jual beli najasyi
Jual beli najasyi yaitu jual beli yang
dilakukan dengan menambah atau melebihi
harga temannya, dengan maksud mempengaruhi



orang agar orang itu mau membeli barang
kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak
sah karena akan menimbulkan keterpaksaan
(bukan kehendak sendiri).

Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw. :

S U e Ml e als g o e S8
P e B o E (I8 e B g 5
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Artinya : Diceritakan Abdullah bin Maslamah,

diceritakan Malik dari Nafi’1 dari Bin Umar r.a.

berkata bahwa “Rasulullah Saw. telah melarang

jual beli najasyi.” (H.R. Bukhari Muslim)
4) Menjual di atas penjualan orang lain

Menjual di atas penjualan orang lain
maksudnya adalah bahwa menjual barang kepada
orang lain dengan cara menurunkan harganya.
Contohnya seseorang berkata : “Kembalikan saja
barang itu kepada penjualnya, nanti barangku
saja kamu beli dengan harga yang lebih murah
dari barang itu”

Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena
dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak
sehat di antara penjual (pedagang).

5) * Jual beli di bawah harga pasar

Jual beli di bawah harga pasar maksudnya
adalah jual beli yang dilaksanakan dengan cara
menemui orang-orang (petani) desa sebelum
mereka masuk pasar dengan harga semurah-
murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian
dijual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli
seperti ini dipandang kurang baik (dilarang),
karena dapat merugikan pihak pemilik barang

(petani) atau orang-orang desa.

8 Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, Op.Cit.,
No. Hadits 2011, him. 813



6) Menawar barang yang sedang ditawar orang
lain
Contoh dari perbuatan menawar barang
yang sedang ditawar orang lain adalah apabila
seseorang berkata : “Jangan terima tawaran
orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga
yang lebih tinggi.” Jual beli seperti itu dilarang
oleh agama sebab dapat menimbulkan
persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan
perselisihan di antara pedagang (penjual).

G. Hikmah Jual Beli
Jual beli pada dasarnya bukan ditujukan hanya untuk
memperoleh keuntungan semata, namun diharapkan dengan
keuntungan dan keberkahan yang kita dapat sebagai salah
satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Hikmah jual beli yang disyariatkan adalah sebagai

berikut :*

1. Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan;

Ketentraman dan kebahagian yang dimaksud
dalam hal ini adalah dengan adanya jual beli umat
Islam dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan
akhirat. Karena dengan keuntungan yang kita dapat,
kita dapat membahagiakan diri di dunia, dan
menyisihkan keuntungan demi kebahagiaan di
akhirat.

2. Dengan usaha niaga yang dilakukan, maka dapat
dicapai keuntungan dan sejumlah laba yang
dipergunakan untuk memenuhi hajat sehari-hari;

a. Memenuhi nafkah keluarga;
Menenuhi nafkah keluarga merupakan salah
satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh
manusia.

% Hamzah Yaqub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung:
Diponegoro, 1984), him. 86



b. Memenuhi hajat masyarakat;

Melakukan usaha perdagangan (jual beli)
tidak hanya melaksanakan kewajiban untuk
memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, namun
juga membantu hajat masyarakat. Hal ini
disebabkan manusia tidak sepenuhnya memenubhi
kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.

c. Sarana untuk beribadah;

Dengan melakukan transaksi jual beli,
kita dapat memperoleh keuntungan yang Kkita
dapatkan dari usaha. Dari keuntungan tersebut,
kita dapat mempergunakannya untuk zakat,
shadagah, ibadah haji, infag, dan sebagainya.
Menyisihkan harta untuk zakat dan shadagah
adalah salah satu kewajiban seorang muslim
untuk membersihkan hartanya. Selain itu, di
antara harta tersebut ada hak atau bagian untuk
orang yang mebutuhkan (fakir miskin).

d. Menolak kemungkaran.

Hikmah jual beli yang terakhir ini adalah
menolak kemungkaran, karena dengan transaksi
jual beli yang sah, maka kita secara otomatis
memperoleh harta yang halal dan terhindar dari
adanya perampokan, permusuhan, dan pencurian
dalam memenuhi kebutuhan dapat dihindarkan.

H. Maslahah Mursalah
1. Pengertian Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah ialah pembinaan (penetapan)
hukum berdasarkan maslahah (kebaikan, kepentingan)
yang tidak ada ktentuannya dari syara’, baik ketentuan
secara umum atau secara khusus.™

Dengan demikian, termasuk adalah yang dapat
mendatangkan  kegunaan  (manfaat) dan  dapat
menjauhkan keburukan (kerugian), serta hendak

°* Burhanudin, FIQIH IBADAH, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001,
him 154



diwujudkan oleh kedatangan syariat islam, serta
diperintahkan nash-nash syara’ untuk semua lapangan
hidup. Akan tetapi, syara’ tidak menentukan satu per
satunya  maslahah  tersebut  maupun  macam
keseluruhannya. Oleh karena itu, maslahah dinamai
mursal artinya terlepas dengan tidak terbatas.

Macam-macam maslahah

Menurut segi keberadaan Maslahat itu sendiri,
syariat membaginya atas tiga bentuk yaitu:*

a) Maslahah muktabarah
Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat.
Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi bentuk
dan jenis kemaslahatan tersebut. Dalam kasus
peminum khamer misalnya, hukuman atas orang
yang meminum minuman keras dalam hadis Nabi
dipahami secara berlainan oleh para ulama fikh,
disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan
oleh Rasulullah SAW.

b) Maslahah al-mulghah
Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syariat karena
bertolak = belakang dengan ketentuan syariat.
Misalnya, syarak menetukan bahwa orang yang
melakukan hubungan seksual di siang hari bulan
ramadan dikenakan hukuman dengan
memerdekakan. . budak, . atau puasa dua bulan
berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir
miskin (H.R. al Bukhari dan Muslim).

c) Maslahah yang keberadaannya tidak didukung oleh
syarak dan tidak pula ditolak melalui dalil yang
detail (rinci).

Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua,
yaitu :

Pertama, maslahah al-gharibah, yaitu kemaslahatan
yang asing, atau suatu kemaslahatan yang sama
sekali tidak ada dukungan dari syarak, baik secara
rinci maupun secara umum. Ironisnya, para ulama

*2 http://adiyusfim.blogspot.co.id/2012/02/ushul-figh.html



ushul fikh sendiri tidak dapat mengemukakan
contohnya yang pasti. Bahkan Imam as Syatibi
menyatakan, kemaslahatan jenis ini tidak ditemukan
dalam praktek, sekalipun ada secara teori.
Kedua, maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan
yang tidak didukung oleh dalil syariat atau nash
secara rinci, namun ia mendapat dukungan kuat dari
makna implisit sejumlah nash yang ada.™
Para ahli ushul figih mengemukakan beberapa
pembagian maslahah, jika dilihat dari beberapa segi.
Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan
itu, para ahli ushul figih membaginya menjadi tiga
macam, yaitu:**
a) Maslahah Adz-Dzaruriyyah
Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan
kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.
Kemaslahahan seperti ini-ada lima, yaitu:
1) Memelihara Agama
2) Memelihara jiwa
3) Memelihara akal
4) Memelihara keturunan, dan
5) Memelihara harta
Kelima kemaslahahan ini disebut dengan Al-
Maslahah Al-Khamsah.
b) Maslahah Al-Hajiyah
Kemaslahahan yang dibutuhkan dalam
menyempurnakan kemaslahahan pokok (mendasar)
sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk
mempertahankan ~ dan  memlihara  kebutuhan
mendasar manusia. Semuanya ini disyariatkan Allah
untuk mendukung kebutuhan mendasar Al-Masalih
Al-Khamsah di atas.

% bid, him 23
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c) Maslahah Al-Tahsiniyah

Yaitu kemaslahahan yang sifatnya pelengkap berupa

keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahahan

sebelumnya.”

Ketiga maslahah ini perlu dibedakan sehingga
seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam
mengambil suatu kemaslahatan.

Kebutuhan manusia secara umum dibagi menjadi
tiga yaitu, sandang (pakaian), pangan (makanan), papan
(rumah/tempat tinggal), ketiga elemen ini harus bisa
dipenuhi agar tercapainya kehidupan yang sejahtera,
dalam cara memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal
banyak cara yang bisa dilakukan, seperti dengan cara
membangun rumah dari awal, menginvestasikan uang
kedalam bentuk tanah, atau bisa juga dengan cara
membeli dalam bentuk jadi dengan bantuan bank yang
mengatur masalah pembiayaan, namun dijaman sekarang
untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal sangat berat
karena semua harga kebutuhan pokok melonjak tinggi,
apalagi bagi orang yang kurang mampu atau
berpenghasilan rendah hal ini sangat memberatkan bagi
mereka.

Oleh karena itu pemerintah sebagai pengayom
masyarakat mengeluarkan kebijakan berupa
PERMENPUPR NO. 26/PRT/M/2016 yang mengatur
tentang kemudahan mendapatkan bantuan perolehan
perumahan bagi masyarakat kurang mampu atau
berpenghasilan rendah. Hal ini tentu saja berkaitan
dengan maslahah mursalah karena hal ini merupakan
suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk tujuan
kemaslahatan masyarakat, dan hal ini tidak diatur dalam
syara’.
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LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Perumahan Bersubsidi Dan Dasar Hukum

Sebelum kita membahas tentang perumahan subsidi

alangkah baiknya Kkita mengetahui tentang pengertian
rumah, perumahan dan permukiman dalam Undang-Undang
nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman
disebutkan definisi-definisi sebagai berikut:

a

b

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

¢ Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar

kawasan indung, baik yang berupa kawasan perkotaan
maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan  dan
penghidupan.

Sarana lingkungan permukiman adalah kawasan
perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan
penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana
lingkungan yang terstruktur.

Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik
lingkungan yang memungkinkan lingkungan
permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang
berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan
kehidupan ekonomi social dan ~ budaya.

g Fasilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan

lingkungan.
Rumah dalam suatu keluarga merupakan tempat
pembinaan keluarga

yang paling mendasar dimana kehidupan sosial budaya,
ajaran moral dan kepribadian dibentuk secara bersama-
sama seluruh anggota keluarga.



Jenis rumah berdasarkan status kepemilikannya
terdiri dari:
1. Rumah milik sendiri, yaitu rumah yang dihuni oleh
pemiliknya.

2. Rumah kontrak atau sewa, yaitu rumah yang
penghuninya mengontrak  atas menyewa tersebut dari
pemiliknya

3. Rumah dinas, yaitu rumah yang dimiliki oleh suatu
égmbaga tertentu yang dihuni oleh staf lembaga tersebut

Ketika suatu bangsa memasuki tahap negara
kesejahteraan(walfare state) tuntutan terhadap intervensi
pemerintah melalui pembentukan hukum yang dilindungi
pihak yang lemah sangan kuat, termasuk untuk
menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Melalui
Undang-Undang No 4 1992 tentang perumahan dan
pemukiman, memberikan harapan yang mendasar
terhadap masyarakat berpenghasilan rendah untuk
mendapatkan rumah. Sesuai amanat UU No 4 1992
tentang perumahan dan pemukiman pemerintah
mengulirkan kebijakan pemberian subsidi perumahan.

Upaya untuk mendorong terhadap kepemilikan
rumah dilaksanakan oleh pemerintah melalui kebijakan
pemberian subsidi perumahan. Hal ini diwujudkan dalam
Peraturan Mentri Negara Perumahan Rakyat RI No 05
tahun 2005 tentang = pengadaan perumahan dan
pemukiman  dengan dukungan  fasilitas  subsidi
perumahan melalui KPR/KPRS bersubsidi.” Peraturan
Mentri Negara Perumahan Rakyat Rl No 12 tahun 2006
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara
Perumahan Rakyat No 05 tahun 2005 tentang
penggandaan perumahan dan pemukiman dengan
dukungan fasilitas  subsidi  perumahan  melalui
KPR/KPRS bersubsidi. Pada tahun 2005 melalui
Peraturan Mentri Negara Perumahan Rakyat Rl No 05

% Heri murniati, SUBSIDI KPR-RSH, Makassar, 2010, him 34
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tahun 2005 tentang subsidi kredit pemilikan rumah
(KPR)/Kredit pemilikan rumah sederhana (KPRS) diatur
mengenai kebijakan pemberian subsidi perumahan bagi
masyarakat yang berpenghasilan rendah dan memiliki
hunian.®® Selain itu diperkuat dengan PERMENPUPR
No. 26/PRT/M/2006 perubahan atas peraturan mentri
pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor
21/PRT/M/2016 tentang kemudahan dan atau bantuan
perolehn rumah bagi masyarakat berpenghasilan
rendah.”

UUD 1945 pasal 28H menyatakan “Negara
berkewajiban membantu mengadakan rumah yang layak
bagi rakyat indonesia” dalam UU No 25 tahun 2000
tentang Propemasdan UU no 28 tahun 2002 tentang
bangunan gedung pasal 43 ayat (4) yang mewajibkan
pemerintah memberdayakan masyarakat miskin yang
belum memiliki akses pada rumah. Semua arahan
konstitusional tersebut bertujuan memberikan akses
sibilitas rumah bagi rakyat indonesia, terutama bagi
masyarakat berpenghasilan bawah.'®

Masyarakat  berpenghasilan  rendah  adalah
masyarakat dengan pendapatan tertentu di bawah standar
kemiskinan, tetapi tidak identik dengan masyarakat
miskin. Apa yang barangkali disebut miskin terkadang
pendapatan  perkapitanya - berada diatas standar
kemiskinan. Yang menjadi isu ialah seberapa banyak
penghasilan itu digunakan untuk konsumsi bila
dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan perumahan,

% Dora.kusumastuti, Kajian terhadap kebijakan pemerintah dalam
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pakaian, pendidikan anak, pemeliharaan kesehatan
kegiatan produksi.**

B. Perumahan Subsidi Citra Alam Permai
1. Gambaran Umum Perumahan Bersubsidi Citra Alam
Permai
Perumahan bersubsidi  merupakan program
pemerintah dalam mensejahterakan rakyat kurang
mampu dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal,
yaitu dengan mensubsidi harga perumahan tersebut
dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat
dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dengan
ketentuan dan syarat tertentu yang wajib dipenuhi oleh
pihak pembeli sebelum melaksanakan akad jual beli
tersebut. Nama Citra Alam Permai didasari oleh letak
perumahan yang masih asri dengan alam, sehingga
membuat Kita nyaman untuk menghuninya. Lokasi di Jin
Raden Gunawan Hj Mena Lampung Selatan, dengan
akses jalan yang strategis dekat dengan pusat Kota
Bandar Lampung ini membuat masyarakat memilih
perumahan  subsidi  tersebut  dalam  berbagai
pertimbangan seperti dekat dengan Ibu Kota Bandar
Lampung, pusat perbelanjaan, bandar udara Raden Intan,
bidang pendidikan atau fasilitas umum yang sangat
mudah Kita jumpai dan jarang kita temui di desa-desa.**
Developer yang merangkul atau bekerja sama
dengan perumahan Citra Alam Permai adalah PT. Citra
Karya Raya. Alamat kantor pemasarannya berada dijalan
Kartini belakang Mall Kartini Gang Damai ruko ke 3,
dengan jumlah karyawan 32 orang yang terdiri dari 3
orang dibagian administrasi  kantor  selebihnya
dilapangan sebagai marketing pemasaran dan mandor.
Jumlah perumahan yang siap dibangun berjumblah 280
unit sedangkan sampai bulan oktober ini sudah mencapai

0gydarto,  Analisa  Kebijaksanaan ~ Kpr-Btn  Dalam
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180 unit sudah terjual. Memiliki tipe minimalis 36/72
dibagi menjadi beberapa blok. Kelebihan yang didapat
apabila kita mengambil perumahan subsidi Citra Alam
Permai yakni lokasi yang strategis dengan pusat
perkotaan, harga terjangkau, angsuran ringan, sertifikat
hak milik dan spesifikasi terbaik yakni pagar keliling,
struktur beton bertulang, dapur, dinding dapur belakang,
rangka atap baja, dinding bata merah plaster aci cat,
genteng metal, plafon gypsum, listrik 1300watt, keramik
40x40, pintu panel dan kusen kelas 2, kamar mandi
keramik 20x20, wc jongkok, taman, carpost, masjid
komplek, fasum, lebar kompleks 6 meter, lebar jalan
masuk 8 meter, dan masih banyak lagi keuntungan yang
bisa kita ambil jika memiliki hunian tersebut.'%®
Prasarana Wilayah mengenai Pedoman Teknis
Pembangunan Rumah dengan kriteria sebagai berikut:
1. Persyaratan Kesehatan Rumah Tinggal:

Kondisi fisik, kimia dan biologis di dalam
rumah memenuhi ketentuan Keputusan Menteri
Kesehatan No. 829/MENKES/SK/V11/1999,
menyangkut persyaratan bahan bangunan, komponen
dan penataan ruang rumah, pencahayaan, kualitas
udara, ventilasi, binatang penular penyakit, air,
sarana penyimpanan makanan yang aman, limbah
dan kepadatan hunian ruang tidur.

2. Pemilihan Lokasi

Tersedianya tanah yang  cukup bagi
pembangunan rumah, pada satu lingkungan yang
memiliki kelengkapan prasarana lingkungan, utilitas
umum dan fasilitas sosial.

3. Peraturan Daerah
Beberapa peraturan daerah yang perlu dipenuhi
menyangkut:
a. Luas lahan efektif minimal antara 72 m?
sampai dengan 90 m2  khususnya

103 Wawancara dengan ibu melia, staf administrasi di Pt Citra Karya
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dipersyaratkan di kawasan perkotaan bukan
pusat kota.

b. Lebar muka kaveling minimal 6 m atau 7,5
m,

c. Untuk mengantisipasi kebakaran panjang
deretan kaveling maksimum 75 m, kurang
lebih 10 kapling dengan ukuran lebar kapling
7,5 m dan atau 12 kapling untuk lebar muka
kapling dengan ukuran 6 m,

d. Bagian kaveling yang tertutup bangunan
rumah maksimum 60% dan luas kaveling
atau sesuai Peraturan Daerah setempat

e. Kaoefisien lantai bangunan 1,2.

4. Kebutuhan Dasar Minimal suatu Rumah, antara

lain
a.

b.
C.
d. Pembuangan air kotor yang baik dan memenuhi

=h @D

104.

Atap yang rapat dan tidak bocor,
Lantai yang kering dan mudah dibersihkan,
Penyediaan air bersih yang cukup,

persyaratan kesehatan,

Pencahayaan alami yang cukup,

Udara bersih yang cukup melalui pengaturan
sirkulasi udara sesuai
dengan kebutuhan.

5. Dari Segi Aktivitas Penghuni dan Kesehatan,
dipergunakan norma.

a.

b.

C.

d.

Kebutuhan udara bersih didalam rumah = 9
m3/orang,

Kebutuhan  pergantian udara + 0,80
m3/menit/orang,

Kebutuhan penerangan alam didalam kamar
minimum 50 lux,

Kebutuhan penerangan buatan untuk seluruh
rumah minimum 100 VA,

104 Wawancara dengan ibu melia, staf administrasi di Pt Citra Karya
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e. Kebutuhan air bersin = 100 liter/hari/orang.
Untuk pembuangan air kotor dipergunakan cara-
cara yang memenuhi syarat-syarat kesehatan,
antara lain tangki septik, sumuran (beerput),
saluran pembuangan air kotor (riool). Yang
disediakan melalui program perbaikan sarana dan
prasarana lingkungan dari Pemerintah Daerah.

6. Rancangan Proses Pengembangan Perumahan

Bersubsidi

a. Bangunan Rumah Inti  Tumbuh (RIT-1)
berukuran 21 m? dengan ruangan- ruangan:

- Ruang inti berukuran 3,00 x 3,00 m?

- Ruang serba guna (tanpa dinding) berukuran
3,00 x 3,00 m?

- Kamar mandi + WC (tanpa atap) berukuran
1,50 x 1,20 m*

b. Pertumbuhan menjadi Rumah Sederhana Sehat

(RsS-1) berukuran 28.8m? dengan ruangan:

- Dua Ruang tidur berukuran 3,00x3,00 m?

- Ruang Servis/pertumbuhan berukuran 2,50 x
3,00 m

- Kamar mandi + WC berukuran 1,50 x 1,20 m?

c. Pertumbuhan menjadi Rumah Sederhana Sehat
(RsS-2) berukuran 36m? dengan
ruangan:

- Dua Ruang tidur berukuran 3,00 x 3,00 m?

- Ruang tidur anak berukuran 3,00 x 3,00 m?

- Ruang tamu berukuran 2.50 x 3.00 m?

- Ruang berukuran 3.00 x 3.00 m?

- Kamar mandi + WC berukuran 1,50 x 1,20 m?

d. Konstruksi bangunan rumabh:

- Pondasi konstruksi batu kali,

- Lantai konstruksi rabat beton,

- Dinding konstruksi pasangan conblock,

- Kusen pintu/jendela konstruksi kayu,

- Atap konstruksi rangka kuda-kuda kayu,

- Penutup konstruksi Asbes/seng gelombang
kecil.



e. Sanitair minimal untuk RIT-1 sampai dengan

RsS-2 minimal memiliki:
- Kloset jongkok kakus beserta leher angsanya 1
unit,

- Bak air mandi fibre/plastik 1 unit,
- Disiapkan instalasi diluar sumber sumur pompa
tangan 1 unit.'®

C. BANK Tabungan Negara (BTN) Sebagai Mitra

Bank Tabungan Negara (BTN) sepanjang
perjalanannya dalam mengukir sejarah dengan segala
prestasi yang dimilikinya telah membuktikan perannya
dalam menghubungkan kegemaran masyarakat Indonesia
untuk menabung. Dengan semua usahanya maka BTN
telah mengambil peran dalam usaha pembangunan di
segala bidang di seluruh tanah air tercinta, Indonesia.
Perjalanan panjang yang pada akhirnya membawa misi
yang harus diemban, yaitu sebagai bank penyedia dana
untuk tumbuhnya pembangunan perumahan nasional
dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) telah
membawa BTN sebagai bank satu-satunya yang besar
melalui tugas mulia itu.*®

BTN sebagai BANK BUMN Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4
tahun 1963 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 62
tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963, maka resmi sudah
nama Bank Tabungan Pos diganti namanya menjadi
Bank Tabungan Negara. Setahun kemudian dengan
UndangUndang No. 2 tahun 1964 Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 51 ditetapkan Undang-Undang
tentang Bank Tabungan Negara yang mencabut Undang-
Undang No. 36 tahun 1953 yang diubah terakhir dengan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
(Perpu) No. 4 tahun 1963.

1% Brosur Perumahan Citra Alam Permai, 2016
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BTN saat ini Sukses KPR dengan realisasi
pertama di Semarang pada tahun 1976 tersebut telah
membawa  keyakinan  manajemen BTN  untuk
menjadikan bisnis perumahan tersebut sebagai bisnis
utama BTN. Hal ini tampak jelas pada misi BTN yaitu
melakukan tugas dan usaha di bidang perbankan dalam
arti yang seluas-luasnya untuk menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
pemerataan pertumbuhan ekonomi kearah kesejahteraan
rakyat ~ banyak  dengan  mengkhususkan  diri
melaksanakan kegiatannya dalam bidang pembiayaan
proyek pembangunan perumahan rakyat. Akhirnya
sejarah mencatat dengan sukses BTN dalam bisnis
perumahan melalui fasilitas KPR tersebut telah
membawa status BTN ini menjadi PT. Bank Tabungan
Negara (Persero) pada tahun 1992. Status persero ini
memungkinkan BTN bergerak lebih luas lagi dengan
fungsinya sebagai bank umum. Dan memang untuk
mendukung  bisnis KPR tersebut, BTN mulai
mengembangkan produk-produk layanan perbankan
sebagaimana layaknya bank umum. BTN juga memiliki
produk Tabungan, Giro, Deposito, ataupun layanan
perbankan lainnya yang dimiliki oleh bank lain.

BTN menetapkan rumah rumah yang memenuhi
ketentuan-ketentuan sebagai berikut'®’”:

1. Luas lantai maksimum 36 mZ.

2. Léjas kapling minimum 54 m? dan maksimum 200
m-<.

3. Tersedia aliran listrik dan air bersih minimal dari
sumur.

4. Lantai diberi perkerasan, khusus lantai kamar mandi
dari plesteran semen pasir.

5. Bahan penutup dinding minimal anyaman bambu
yang dilabur.

6. Dinding kamar mandi dan dinding dapur dibuat dari
pasangan tembok minimum 150 cm dari lantai.
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7. Rangka atap terdiri dari kuda-kuda dan gording dari
kayu, kaso dan reng boleh dari bambu.

8. Prasarana jalan lingkungan minimal jalan tanah yang
diperkeras dengan kerikil atau sirtu.

D. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Perumahan Bersubsidi
di Perumahan Citra Alam Permai Desa Hajimena,
Natar, Lampung Selatan

Pada dasarnya prosedur pemberian KPR BTN sama

dengan prosedur pemberian kredit pada umumnya, hanya
saja yang menjadi objek disini adalah benda berupa rumah
dan tanah yang dimintakan kreditnya oleh calon debitur
melalui Bank Tabungan Negara. Adapun persyaratan yang
harus dipenuhi oleh calon debitur dalam pemberian kredit
pemilikan rumah melalur Bank Tabungan Negara antara
lain adalah :

1. Persyaratan pemohon, yaitu= :

108 .

7. Warga negara Indonesia.

8. Untuk paket KPR subsidi belum memiliki rumah
sendiri.

9. Telah berusia minimal 21 tahun atau telah menikah
dan maksimal 60 tahun dan berwenang melakukan
tindakan hukum serta pada usia 65 tahun kredit nya
harus sudah dilunasi.

10. Mempunyai - penghasilan yang cukup untuk
memenuhi angsuran bulanan dan terjamin
kelangsungannya.

11. Telah memiliki masa kerja atau telah
menjalankan usaha dalam bidangnya minimal 1
tahun.

12. Pemohon telah menjadi penabung atau pemegang
rekening giro Bank Tabungan Negara.

. Ketentuan tentang suku bunga, terdiri dari :

a. Suku bunga yang ditetapkan BTN menggunakan
sistem Adjustable Rate Mortage (ARM), yaitu setiap

108 Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik
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saat dapat berubah menurut ketentuan dari bank,

adapun besarnya suku bunga ditentukan oleh BTN.

b. Perhitungan bunganya adalah :

1) Perhitungan bunga tahun pertama dihitung
berdasarkan jumlah  maksimal kredit.

2) Perhitungan bunga tahun-tahun berikutnya
dihitung  berdasarkan saldo  akhir yang
mendahului.

c. Apabila terjadi tunggakan kredit, dikenakan sanksi
antara lain berupa denda.

3. Ketentuan Kredit terdiri dari :

a. Ketentuan mengenai tipe rumah, uang muka, jangka
waktu dan maksimal kredit sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan BTN.

b. Jaminan pokok kredit adalah rumah dan tanah yang
dibeli dengan fasilitas kredit.

c. Pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.

d. Memelihara jumlah tabungan yang diblokir.

4. Tahap-tahap pelaksanaan pemberian kredit pemilikan
rumah pada Bank Tabungan Negara cabang adalah :

a. Pengajuan Permohonan kredit.

Untuk mengajukan permohonan pemberian kredit
pemilikan rumah calon debitur harus mendaftarkan
langsung pada Bank Tabungan Negara pada bagian
kredit. Dalam tahap pengajuan permohanan kredit ini
Bank Tabungan Negara khususnya pegawai bagian
kredit KPR mengharuskan pada calon debitur untuk
mengisi formulir permohonan yang telah disediakan
oleh pihak bank dengan dilampiri hal - hal sebagai
berikut :

1) Foto copy Kkartu penduduk /  bukti
diri.Pemohon.lstri / suami.

2) Foto copy kartu keluarga.

3) Foto copy surat nikah ( apabila pemohon sudah
kawin ).

4) Foto copy bukti WNI untuk WNI keturunan

5) Foto copy Tabungan Batara.



Dalam mengajukan permohonan kredit
tentunya terdapat perbedaan antara pemohon satu
dengan pemohon lainnya, antara lain dalam hal
perbedaan pendapatan / penghasilan, maksimal
penghasilan yaitu sebesar Rp. 4.000.000 rupiah,
dalam hal penghasilan ada yang berpenghasilan
tetap dan ada juga yang berpenghasilan tidak
tetap. terhadap perbedaan tersebut dapat
dikenakan syarat pengajuan permohonan kredit
yang berbeda yaitu:

b. Untuk pemohon berpenghasilan tetap dilampirkan
hal-hal sebagai berikut :
1) Foto copy Nip / NRP / Nomor Pegawai.
2) Surat Keterangan dari perusahaan / Instansi.
3) Copy slip gaji terakhir.
4) Surat kuasa pemotongan gaji / pensiun.
5) Foto copy SK terakhir.
6) Foto copy Kartu Pegawai.
7) Foto copy Taspen.
c. Untuk pemohon berpenghasilan tidak tetap
dilampirkan antara lain:
1) Surat keterangan domisili dari lurah.
2) Surat rincian penghasilan.
3) Refrensi lain bila ada.
4) Foto copy SIUP.
5) Foto copy SITU.
6) Foto copy NPWP.

Setelah formulir  permohonan  (From
Permohonan Kredit Perorangan)  diisi  serta
dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah
ditentukan maka permohonan kredit diserahkan
kepada Unit Loan Service (pejabat bagian kredit
dan marketing) untuk diproses dan dianalisa apakah
permohonan ini disetujui / tidak. Serta dilampirkan
beberapa lampiran sebagai berikut:

a. Kelengkapan data permohonan KPR
permohonan kredit perorangan.
b. Surat keterangan belum memiliki rumah.



c. Kuasa pemotongan gaji/ pensiun.

d. Perincian  penghasilan  untuk  pemohon
berpenghasilan tetap.

e. Perincian penghasilan untuk pemohon yang
berpenghasilan tidak tetap.

5. Penelitian Permohonan Kredit.

Proses penelitian permohonan KPR BTN di
kantor cabang dilakukan oleh pegawai yang bertugas
pada bagian Loan service dan dilakukan dengan cara
sebagai berikut:

a. Penelitian kelengkapan data pemohon.

Untuk meneliti kebenaran dan kelengkapan
data pemohon maka segera dilakukan
pengecekan atas data tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

b. Register penerimaan permohanan KPR BTN.

Setiap penerimaan permohanan KPR dicatat
pada register penerimaan permohanan dan
selanjutnya membubuhi cap pada formulir
permohaonan.

1) Wawancara .

Wawancara yang dilakukan oleh petugas
khusus yang ditunjuk yang ditunjuk sebagai
petugas  pewawancara (Loan  Officer).
Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan
gambaran yang benar mengenai :

a) Persyaratan .

b) Data pada  formulir  permohanan
pengajuan kredit KPR.

c) Kebenaran penghasilan pemohon.

d) Keabsahan surat-surat.

e) Kemampuan dan itikad baik pemohon
untuk memenuhi kewajibannya sebagai
debitur.

Dalam melakukan wawancara pihak bank
khususnya pegawai pada bagian kredit KPR
atau petugas yang melakukan wawancara



2)

3)

4)

tersebut  benar-benar ditekankan kepada
debitur mengenai hak dan kewajiban dalam
pemberian kredit tersebut. Hal-hal yang
penting harus dicatat pada formulir
permohanan KPR yang bersangkutan, hasil
wawancara harus diparaf oleh petugas
pewawancara  (Analisis), catatan hasil
wawancara kemudian diperiksa oleh kepala
sub seksi penilaian kredit dan diparaf.

On The Spot

Apabila dalam wawancara ada hal-hal
yang masih diragukan, maka dapat dilakukan
pengecekan kelapangan atau OTS (On the
spot) pada tahap ini biasanya dilakukan pada
pemohon yang mempunyai penghasilan tidak
tetap. Survei kelapangan ini bisa dilakukan
baik ketempat usaha dari pemohon atau
langsung kerumah pemohon tersebut. Apabila
sangat diragukan atau disangsikan kebenaran
terhadap data-data pemohon maka tidak perlu
diadakan  pengecekan,  tetapi  langsung
diusulkan untuk ditolak. Segala sesuatunya
dalam  proses seleksi dan penilaian
permohonan ini harus dilakukan dengan
cepat.

Analisis permohanan kredit.

Dari hasil penelitian dokumen-dokumen
dan hasil wawancara Loan Officer kemudian
membuat resume hasil penilaianya yang
dituangkan dalam formulir Analisa permohan
kredit, diusulkan kepada rapat komite kredit.
Rapat komite kredit.

Setiap keputusan permohanan KPR harus
dilakukan melalui forum komite kredit. Rapat
komite kredit dilakukan atas usul kepala seksi
pengelolaan kredit dan dilakukan dengan
frekuensi yang cukup, sehingga keputusan
atas permohonan yang ada dapat diberikan



5)

dalam waktu yang singkat. Ketua rakomdit
adalah  kepala cabang sendiri. Atas
persetujuan  atau  penolakan  terhadap
permohanan kredit didasarkan kepada hasil
wawancara dan hasil survei kelapangan yang
dibahas secara teliti dan akurat pada rapat
komite  kredit ~mengenai  kemampuan
pemohon dalam pelaksanaan kredit itu, ketua
rakomdit memberikan catatan terhadap
permohanan kredit tersebut. Keputasan
rakomdit  dicatat  pada daftar usulan
permohanan KPR (DUP KPR) vyang
bersangkutan dan harus didokumentasikan
dengan baik.

Sebagai hasil dari sidang Rakomdit dan
melihat jumlah/ nilai permohonan KPR maka
dapat ditentukan apakah kredit tersebut
disetujui, ditolak atau ditangguhkan.
Persetujuan Kredit.

Berdasarkan pada keputusan rakomdit
cabang dan atau keputusan direksi cq direktur
yang membidangi kredit, unit loan service
segera menyiapkan surat pemberitahuan
kepada pemohon berupa SP3K (Surat
Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit).
SP3K  ini  merupakan  suatu  surat
pemberitahuan dari BTN dapat menyetujui
untuk menyediakan fasilitas kredit dengan
ketentuan dan syarat KPR vyang telah
dipenuhi oleh pemohon. Apabila pemohon
menyetujui ketentuaan dan syarat dalam
SP3K, maka pemohon mengisi dan menanda
tangani dengan benar diatas materai surat
peryataan dan kuasa yang kemudian
dikembalikan  kepada BTN  selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan
SP3K, apabila dalam jangka waktu tersebut
maka SP3K tersebut batal dengan sendirinya



dan atau tidak berlaku lagi. Sebelum akad

kredit, pemohon harus menyetorkan biaya

proses KPR.

Semua biaya-biaya yang dibebankan kepada

pemohon seperti :

a) Provisi Bank.

b) Angsuran pertama .

c) Biaya notaris.

d) Biaya APHT.

e) Biaya premi asuransi kebakaran dan

bencana alam .
f) Biaya premi asuransi jiwa
c. Perjanjian Kredit.

Pada tahap ini pelaksanaan keputusan kredit
merupakan tahap yang cukup kritis, karena disini
dimulainya hubungan hukum antara nasabah
dengan pihak bank, dalam bentuk ikatan resmi
yaitu ikatan perjanjian kredit.

Proses pengikatan perjanjian kredit biasanya
dilakukan secara notaril dihadapan Notaris yang
telah ditunjuk oleh pihak Bank Tabungan Negara.
Pelaksanaan pembuatan ikatan - ikatan perjanjian
ini diawali dengan mempelajari isi dan
persyaratan keputusan kredit antara lain :

1) Tanggal Keputusan Kredit / saat berlakunya
perjanjian kredit.

2) Pejabat yang memutuskan kredit.

3) Flafond kredit yang disetujui.

4) Jangka waktu kredit.

5) Besarnya tingkat bunga, provisi kredit.

6) Barang jaminan kredit dan pengikatannya.

7) Asuransi barang Jaminan;

8) Syarat-syarat lainnya.

Pada tahap ini segala isi keputusan kredit
tersebut harus diketahui oleh para pihak yang
saling mengikat diri dan dibuat secara tertulis
kepada nasabah dan seandainya menyetujui,
dimintakan menandatangani perjanjian tersebut



diatas materai. Kemudian dilanjutkan dengan
penandatanganan akte pengikatan barang jaminan
secara notaril dengan pihak calon nasabah. Serta
pihak nasabah diminta untuk membayar biaya-
biaya yang berkenaan dengan penadatanganan
ikatan  perjanjian  kredit, termasuk pula
pembayaran provisi kredit serta biaya lainnya
yang timbul pada saat perjanjian kredit
dilaksanakan.
d. Barang Jaminan dan Pengikatannya

Barang jaminan yang dijaminkan pada
Bank Tabungan Negara dalam memberikan
Kredit Pemilikan Rumah adalah  berbentuk
Tanah, baik tanah kosong atau tanah dengan
bangunan yang menjadi objek Kredit Pemilikan
Rumah yang akan diangsur oleh pihak debitur
berupa bukti hak / pemilikannya, yaitu:

1) Sertifikat hak atas tanah tersebut.
2) Surat izin mendirikan bangunan ( IMB).

3) Akta jual beli yang merupakan bukti autentik
pengalihan hak atas tanah tersebut dari
pemilik kepada pembeli ( kalau tanah dan
bangunan tersebut telah dijual atau dialihakan
pada pihak lain ) .

4) Akta Hibah ( kalau tanah tersebut dihibahkan
pada pihak lain’).

6. Pencairan Kredit.

Dengan selesainya akad kredit antara konsumen
dengan Bank Tabungan Negara, maka pihak
pengembang akan memperoleh pembayaran harga
pembelian rumah secara tunai dari Bank Tabungan
Negara atas nama konsumen. Semua prosedur
pelakasanaan KPR diatas mengaju pada standar
operasional prosedur Bank Tabungan Negara yang



ditetapkan dalam keputusan direksi Bank Tabungan
Negara yang mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 1
Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan
permukiman.

Hak dan Kewajiban para pihak yang tersangkut
dalam pemberian Kredit Pemilikan Rumah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak
Aulia Usman Staf Umum Bank Tabungan Negara
Cabang Padang dapat diterangkan hak dan
kewajiban para pihak yaitu antara lain:

a. Hak dan kewajiban kreditur adalah :
Hak Kreditur :

1) Menentukan prosedur permohonan kredit.

2) Menyetujui kredit yang akan diberikan.

3) Menerima bunga dari kredit yang sudah
diberikan.

4) Menerima jaminan atau agunan.

5) Mengawasi kelancaran pembayaran angsuran
kredit.

6) Menerima pelunasan kredit .

7) Penagihan seketika seluruh hutang oleh pihak
bank sebelum jangka waktu yang ditetapkan
berakhir.

8) Menyita dan atau menjual jaminan atau
agunan bila terjadi debitur cedera janji.

Kewajiban Kreditur.

Memberikan dan menyediakan fasilitas kredit

pemilikan ~ rumah  sesuai dengan  yang

diperjanjikan kedua belah pihak.

b. Hak dan kewajiban Debitur.
Hak Debitur.
1) Menerima kredit pemilikan rumah yang
diajukan.



2) Menempati rumah yang dibeli dengan
fasilitas KPR BTN.

3) Meminta kembali jaminan atau agunan bila
kredit telah dilunasi.

Kewajiban Debitur.

Kewajiban yang utama dari debitur adalah
membayar secara teratur angsuran kredit
pemilikan rumah setiap bulannya yang besarnya
sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam
perjanjian kredit . pembayaran dilakukan secara
angsuran bulanan yang terdiri dari angsuran
pokok kredit dan angsuran bunga yang dilunasi
sampai akhir jangka waktu kredit. Selain itu
kewajiban-kewajiban debitur adalah sebagai
berikut:

1) Membayar biaya yang diperlukan guna
persiapan perjanjian kredit, seperti biaya
pembuatan akta legalisasi, perjanjian kredit
dan provisi bank.

2) Melunasi atau membayar seluruh uang muka
jual  beli  rumah dan  penyerahan
penggunanaan tanah.

3) Mengasuransikan rumah atau tempat tinggal
yang dibeli dengan fasilitas KPR BTN dan
dijaminkan kepada bank atas biaya debitur
sendiri melalui bank, atau pada perusahaan
asuransi yang dapat diterima oleh bank, untuk
jumlah, menurut cara, dan dengan jenis
pertanggungan yang ditetapkan oleh bank.

4) Tunduk terhadap segala petunjuk dan
peraturan bank baik pada peraturan yang
telah ada maupun yang masih akan ditetapkan
kemudian oleh bank sehubungan dengan
pemberian kredit pemilikan rumah.

8. Kelebihan dan Kekurangan Perumahan Subsidi

Berikut adalah kelebihan saat membeli rumah

bersubsidi dari pemerintah:
a. Harga Terjangkau



Kelebihan pertama tentu Anda akan
mendapatkan harga dengan terjangkau. . Seperti
diketahui, rumah bersubsidi diperuntukkan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Jadi,
harganya pasti disesuaikan dengan kemampuan
kantong MBR. Biasanya, Kemenpera memberi
bocoran harga jual rumah bersubsidi yang akan
dibangun di beberapa kota di Indonesia. Harga
per unit rumah subsidi pun berbeda dari kota satu
dengan kota lainnya.

Developer Tepercaya

Banyak developer atau pengembang yang
turut bekerja sama dalam program Kementerian
Perumahan Rakyat (Kemenpera) ini.
Para developer telah terdaftar di beberapa asosiasi
pengembang resmi seperti APRESIASI dan RELI.
Selain itu tergolongng developer kecil, developer
tersebut sudah memiliki beberapa proyek
perumahan di kawasan lain yang telah rampung
atau masih dalam proses penjualan. Sehingga,
risiko adanya developer nakal pun sangat kecil.
Lokasi Potensial

Biasanya, rumah bersubsidi berlokasi di
kawasan industri yang sedang dan akan
berkembang nantinya. Kawasan-kawasan yang
berada di dekat kawasan industri cepat sekali
mengalami perkembangan dan akan menjadi
kawasan strategis untuk dihuni. Jarak menuju
kawasan industri dari lokasi perumahan pun tidak
terlampau jauh, hanya sekitar 7—15 km.
Sehingga bagi warga yang bekerja di kawasan
tersebut, lahan perumahan bersubsidi
menjadi kawasan strategis untuk dihuni

d. Bukan Rumah Inden

Tidak perlu cemas akan tangan-tangan

nakal developer. Karena Kemenpera telah
mengatur sedemikian rupa bahwa tidak ada
sistem rumah inden untuk program rumah



bersubsidi. Semua rumah sudah siap dihuni
(ready stock), untuk menyikapi kasus risiko
gagal terbangun. Calon pembeli bisa mengecek
langsung kondisi rumah di lokasi bersangkutan
untuk memastikan bahwa rumah-rumah di
lokasi tersebut telah terbangun baik dan
terencana.
e. Syarat Mudah
Untuk mendapatkan rumah bersubsidi
dari pemerintah, syarat yang harus dipenuhi
tidaklah ~ begitu  sulit. Dalam Peraturan
Kemenpera No. 3 Tahun 2014, disebutkan
bahwa bila calon pembeli ingin membeli secara
KPR-FLPP, maka harus memenuhi persyaratan.
Adapun kekurangannya saat membeli rumah
bersubsidi dari pemerintah adalah:
a. Akses Perumahan Sulit Dijangkau
Sulitnya  menemukan rumah  bersubsidi
menjadi kelemahan dari proyek pemerintah ini.
Anda membutuhkan kendaraan pribadi untuk dapat
menjangkau lokasi perumahan tersebut. Selain itu,
kondisi jalan untuk mencapai lokasi pun masih
terbilang kurang bagus.
b. Jauh dari Pusat Kota
Meski dekat dengan lokasi industri, namun
rumah bersubsidi jauh dari keramaian pusat Kkota.
Sehingga bila ingin mengunjungi pusat kota, Anda
harus menempuh perjalanan jauh dan menerobos
kemacetan.
c. Spesifikasi Bangunan Rumah Standar
Bila mengharapkan rumah besar dengan
standar bangunan sempurna, maka itu tidak dapat
Anda temukan di rumah bersubsidi. Karena luas
rumah dibatasi, yaitu 36 meter persegi untuk rumah
tapak. Sedangkan rumah susun adalah berukuran
antara 21 meter persegi hingga 36 meter persegi.
9. Pertimbangan Seorang Pemohon Dinyatakan Layak



Bahan pertimbangan bank yang dilakukan untuk
menyatakan seorang layak atau tidak dalam mendapatkan
kredit di antaranya:

- Banyaknya kredit yang dimiliki oleh pemohon, bank
tidak akan meloloskan apabila pemohon memiliki
banyak cicilan.

- Jumlah besarnya gaji untuk angsuran tiap bulannya,
hal ini untuk mengetahui apakah gaji seseorang cukup
untuk angsuran tiap bulannya
Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi karena pihak
bank tidak mau ambil resiko dengan memberikan
kredit pada orang yang salah.

Apabila seorang dinyatatakan tidak layat untuk
mendapaktkan KPR subsidi maka dari pihak bank akan
menawarkan KPR konvensional yang memang jauh lebih
mahal dari KPR Subsidi, atau dengan mengembalikan
sebagian uang yang telah masuk.Untuk perbandingan
harga antara KPR Subsidi dan nonsubsidi yaitu pada KPR
Subsidi sudah ditentukan oleh pemerintah sedangkan KPR
nonsubsidi tergantung type rumah dan kwalitas yang
ditawarkan oleh pihak pengembang. '°

10. Surat-Surat Dan Cara Menghitung Biaya KPR Subsidi
Surat-surat yang wajib dipenuhi oleh pihak
pemohon antara lain:

Surat keterangan gaji 3 bulan terakhir yang telah di tanda
tangani oleh HRD. Yang kedua surat keterangan tidak
punya rumah, pemohon akan diberikan surat resmi dari
developer mengenai  keterangan bahwa anda tidak
memiliki rumah dan harus di tanda tangani oleh ketua RT
dan RW setempat. Dan satu lagi semua sarat tersebut
harus sudah selesai maksimal dalam kurun waktu satu
bulan setelah pemohon membayar uang muka kalau tidak
uang muka di anggap hangus.™*°

Cara Menghitung Biaya Kpr Subsidi

a) Pembayaran awal

Ketika bank telah menyetujui pengajuan

KPR Anda, perlu Anda tahu biaya apa saja yang

harus Anda siapkan: - Uang muka (DP) - Biaya
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notaris - Biaya provisi - Pajak pembelian
(BPHTB) - Penerimaan Pajak Bukan Negara
(PNPB) - Biaya Balik Nama (BBN) -
CicilanKPR bulan pertama.
b) Menghitung uang muka
Uang muka adalah yang Anda bayarkan di
awal pada pengembang properti, bukan bank.
Rumusnya:
Uang muka = 30% x harga rumah (Uang muka
tergantung perjanjian dengan produk Bank).
c) Pokok kredit
Karena uang muka adalah biaya yang
Anda harus tanggung sendiri, maka pinjaman
KPR yang diberikan oleh bank adalah harga
rumah yang sudah dikurangi uang muka atau
Anda mengenalnya sebagai pokok kredit.
Pokok kredit = harga rumah — uang muka
d) Menghitung biaya provisi
Biaya provisi adalah biaya yang sudah
diberikan oleh bank untuk pinjaman KPR,
rumusnya:
Biaya provisi = 1% x pokok kredit Persentase
biaya provisi bisa bervariasi, tergantung
kebijakan bank, tapi kebanyakan bank memilih
satu persen.
e) Menghitung pajak pembelian (BPHTB)
Pajak pembeli = 5% x (harga rumah —
NJOPTKP)
NJOPTKP adalah Nilai Jual Objek Pajak Tidak
Kena Pajak. Besarnya bisa berbeda-beda,
tergantung lokasi rumah, dan berubah-ubah
seiring waktu.
f) Menghitung Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNBP = (1/1000 x harga rumah) + Rp
50.000 Biaya Rp 50.000 di sini bisa berubah
sewaktu-waktu, tergantung kebijakan pemerintah.
g) Menghitung Biaya Balik Nama
BBN = (1% x harga rumah) + Rp 500.000



Biaya Rp500.000 di sini bisa berubah sewaktu-
waktu, tergantung kebijakan pemerintah.
h) Menghitung cicilan KPR dengan bunga tetap
Jika bunga bersifat tetap (flat rate), Anda
bisa menghitung cicilan KPR per bulan dengan
rumus berikut:
Total bunga = pokok kredit x bunga per tahun x
tenor dalam satuan tahun Bunga per bulan = total
bunga/tenor dalam satuan bulan
Cicilan per bulan = (pokok kredit + total
bunga)/tenor dalam satuan bulan.
Tenor adalah jangka waktu pinjaman KPR, yang
bervariasi mulai dari 5 tahun hingga 20 tahun.
i) Menghitung cicilan KPR denga bunga efektif
Kalau bunga KPR bersifat efektif (sliding
rate), Anda bisa menghitung cicilan KPR per
bulan dengan rumus berikut:
Bunga per bulan = saldo akhir periode x (bunga
per tahun/12).""*

11. Pandangan konsumen terhadap jual beli Perumahan
Bersubsidi

Pandangan sebagian konsumen pada program
pemerintah yaitu jual beli perumahan bersubsidi ini
sangat bagus karena membantu masyarakat kurang
mampu dalam pemenuhan kebutuhan perumahan,
namun pada prakteknya terdapat orang mampu/ kaya
dapat membeli perumahan ini karena mereka berfikir
perumahan ini harganya sangat terjangkau karena
disubsidi oleh pemerintah, kebanyakan hanya untuk
dijadikan sebagai aset kekayaan. Hal itu dapat
dibuktikan dengan adanya tiga unit rumah yang
bertuliskan dikontrakkan, dan keadaan rumah
tersebut sudah banyak tumbuh rumput liar serta tidak
terawatnya halaman rumah karena tidak berpenghuni

1L hitp://kreditrumahkprbtn.blogspot.co.id/2016/01/cara-mudah-
menghitung-biaya-kpr-subsidi.html



itu menandakan bahwa si pemilik rumah memiliki
rumah lebih dari satu sedangkan dalam ketentuan di
awal rumah subsidi itu adalah rumah pertama dan
rumah tersebut harus ditempati minimal satu tahun
oleh pemilik, padahal penyerahan rumah di
Perumahan Citra Alam Permai baru terjadi tiga bulan
setelah rumah tersebut diserah terimakan.

Berdasarkan observasi dan wawancara secara
langsung dilapangan pada penelitian ini, maka dapat
disimpulkan bahwa praktek jual beli perumahan
bersubsidi di perumahan Citra Alam Permai di
Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan sebagian belum sesuai dengan hukum Islam,
karena syarat yang telah ditentukan pemerintah tidak
terpenuhi yaitu dengan memanipulasi syarat agar
mereka dapat mendapatkan rumah tersebut. Salah
satu prinsip penting dalam lapangan muamalah ini
bahwa jual beli yang baik yaitu terpenuhinya rukun
dan syarat untuk mewujudnyan jual beli yang mabrur
dalam Islam.



——
RADEN INTAN
Lampun®



BAB IV
ANALISIS DATA

A. Prosedur Jual Beli Perumahan Bersubsidi berdasarkan
PERMENPUPR NO. 26/PRT/M/2016

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa
jual beli perumahan bersubsidi di perumahan citra alam
permai natar adalah jual beli dibidang jasa penjualan
perumahan bersubsidi dari pemerintah yang diperuntukkan
untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dengan rukun dan
syarat tertentu. Jika diperhatikan tentang masalah transaksi
ini terdapat beberapa unsur jual beli, yakni pihak developer
sebagai pihak penjual atau pihak pertama , masyarakat
berpenghasilan rendah sebagai pihak pembeli atau pihak
kedua, pihak bank yang mengatur masalah pembiayaan
sebagai pihak ketiga, dan perumahan subsidi sebagai objek
jual belinya. Adapun terjadinya ikatan ketika masing-masing
pihak sepakat melakukan transaksi tersebut, biasanya terjadi
setelah rukun dan syarat yang ditentukan telah terpenuhi dan
dinyatakan layak oleh pihak bank. Sebelum dinyatakan
layak biasanya pihak bank akan melakukan beberapa
tahapan antara lain meneliti kelengkapan data pemohon hal
ini bertujuan untuk meneliti kebenaran dan kelengkapan data
pemohon kemudian pemohon melakukan registrasi, setelah
pihak bank mencatat register pemohon maka pihak bank
melakukan wawancara, hal ini bertujuan untuk mendapatkan
gambaran yang benar mengenai persyaratan yang telah
diajukan ke pihak bank, selanjutnya pihak bank melakukan
survei ke lapangan hal ini biasanya dilakukan pada pemohon
yang mempunyai penghasilan tidak tetap, survei kelapangan
ini bisa dilakukan baik ketempat usaha ataupun kerumah
pemohon. Apabila diragukan atau disangsikan kebenaran
terhadap data-data pemohon makan akan langsung ditolak.
Dari hasil wawancara dan survei dilapangan kemudian
petugas membuat resume hasil penilaian untuk diusulkan
kepada komite kredit, kemudian komite kredit melakukan



rapat untuk memutuskan apakah pemohon dinyatakan layak
atau tidak, hal ini didasarkan pada hasil wawancara dan hasil
survei kelapangan. Setelah dinyatakan layak kemudian pihak
pemohon melakukan perjanjian kredit dengan pihak bank
dalam bentuk ikatan resmi yaitu ikatan perjanjian kredit.
Setelah semua tahapan dilalui maka hal terakhir yaitu
pencairan kredit vyaitu penyerahan kunci dari pihak
developer kepada pihak pemohon.

Sebagaimana prakteknya yang terjadi dilapangan bahwa
syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pembeli antara
lain:

1. Memiliki KTP;

2. Tidak memiliki rumah (rumah pertama);

3. Belum pernah menerima subsidi perolehan rumah

berupa pemilikan rumah dari pemerintah;

4. Memiliki NPWP;

5. Memiliki SPT tahunan PPh orang pribadi sesuai

peraturan perundang-undangan;

6. Memiliki penghasilah  tidak melebihi  batas

penghasilan, batas penghasilan maksimal Rp. 4.000
000 juta rupiah dibuktikan dengan slip gaji yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat
pernyataan penghasilan dari yang bersangkutan
untuk penghasilan tidak tetap yang diketahui oleh
kepala desa/lurah tempat KTP diterbitkan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa untuk dapat
mendapatkan rumah subsidi harus memenuhi syarat-
syarat di antaranya tidak memiliki rumah (rumah
pertama) dan batas maksimal gaji dibuktikan dengan slip
gaji. Namun pada prakteknya sebagian konsumen
memanipulasi data dengan menggunakan nama anak
atau saudara yang belum memiliki rumah dan
memanipulasi  slip gaji untuk dapat lolos dan
mendapatkan perumahan besubsidi. Hal ini jelas tidak
sesuai dengan apa yang di atur dalam undang-undang
PERMENPUPR NO 26/PRT/M/2016 tentang perubahan
atas peraturan mentri pekerjaan umum dan perumahan



rakyat nomor 21/PRT/M/2016 tentang kemudahan dan
atau bantuan perolehan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah. Perumahan yang seharusnya
diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah
malah disalahgunakan orang-orang kaya untuk dijadikan
aset kekayaan.

B. Tinjauan hukum Islam tentang Jual Beli Perumahan
Bersubsidi di Desa Hajimena Kecamatan Natar

Dalam hukum Islam, jual beli perumahan bersubsidi
pada perumahan Citra Alam Permai di Natar termasuk
dalam kategori jual beli bersyarat. Jual beli bersyarat, yaitu
jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat
tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli, Dalam
prakteknya transaksi jual beli di perumahan citra alam
permai yaitu pihak developer/penjual mencantumkan syarat
yang wajib dipenuhi oleh pihak pembeli untuk bisa
mendapatkan perumahan itu. Tujuan pihak developer
mencantumkan syarat tersebut untuk mensukseskan program
pemerintah dalam pensejahtraan masyarakat dalam bidang
perumahan agar dapat diterima oleh pihak yang semestinya.
Subsidi dari pemerintah berupa perumahan ini dalam islam
termasuk dalam maslahah mursalah, dikatakan demikian
karena hal ini tidak di atur didalam syara’, karena tujuan
kebijakan ini bertujuan untuk kemakmuran rakyat dan semua
tindakan pemerintah pasti bertutujuan untuk kebaikan rakyat
sebagaimana dijelaskan dalam kaidah figiah yang telah
dijelaskan di bab sebelumnya.

Namun saat ini tidak sedikit pihak
pengembang/developer yang nakal yaitu meloloskan
pembeli yang tidak memenuhi syarat demi mendapatkan
keuntungan pribadi, ditambah sebagian pembeli banyak
yang melakukan manipulasi data sebagai syarat untuk bisa
mendapatkan  rumah  subsidi  itu, seperti  dengan
menggunakan nama anak atau sodara sebagai pemohon dan
memalsukan slip gaji lebih rendah agar terkesan memenuhi
syarat. Hal itu tidak sesuai dengan hukum islam karena



terdapat unsur penipuan didalamnya, maka dari itu dalam
kasus ini banyak orang yang mengambil hak orang lain
untuk kepentingan pribadi.

Padahal dalam Al Quran sudah dijelaskan larangan
memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, pada Q.S.
An-Nisaa’ ayat 29 yang sudah dijelaskan pada bab
sebelumnya. Dan dari ayat tersebut telah menjelaskan bahwa
dalam Islam melarang sesesorang memakan harta sesamanya
dengan cara yang batil atau dengan cara yang tidak baik.

Faktor lain yang menyebabkan banyaknya terjadi
penjualan perumahan subsidi yang tidak tepat sasaran
dikarenakan pemasaran Yyang tidak merata, rata-rata
pemasaran hanya di sekitar perkotaan saja dan tidak
mencapai perkampungan yang jauh dari keramaian, hal ini
menyebabkan kurangnya peminat perumahan subsidi
sehingga banyak orang kaya yang memanfaatkan hal ini
sebagai cara untuk menjadikan perumahan ini sebagai aset
kekayaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jual
beli perumahan bersubsidi di Citra Alam Permai sebagian
pada prinsipnya sah namun sebagian belum sesuai dengan
hukum Islam, karena tidak terpenuhinya syarat yang
ditentukan oleh pemerintah dan adanya penipuan oleh
sebagian konsumen vyaitu dengan memalsukan data-data
sebagai persyaratan untuk mendapatkan perumahan tersebut.



BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab Il tentang

landasan teori, maupun dalam bab Il tentang laporan
penelitian “Jual Beli KPR Bersubsudi pada Permenpupr
Nomor 26/PRT/M/2016 dalam Perspektif Hukum Islam” di
perumahan citra alam permai Natar, lampung selatan yang
kemudian di analisis pada dua bab tersebut.

1.

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pelaksanaan jual beli perumahan di Citra Alam Permai
yaitu dengan menyiapkan semua berkas yang diperlukan
kemudian mendatangi  kantor  developer  untuk
mengajukan permohonan untuk disetujui atau tidaknya
seseorang untuk mendapatkan rumah subsidi/ KPR dari
pemerintah.

Ditinjau dari hukum Islam akad jual beli perumahan
bersubsidi pada prinsipnya sah menurut hukum Islam,
namun terdapat beberapa transaksi jual beli rumah di
Perumahan Citra Alam Permai Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan yang tidak sesuai dengan
hukum Islam, karena pemberian subsidi yang diinginkan
pemerintah tidak tepat sasaran menurut prosedur
PERMENPUPR No0.26/PRT/M/2016. Hal tersebut
terjadi karena pengembang/developer yang kurang
memperhatikan kelayakan ~ penerima  subsidi
sebagaimana yang ditetapkan PERMENPUPR. Hal ini
dibuktikan dengan adanya tiga unit rumah yang
dikontrakkan yang pemiliknya pada dasarnya telah
memiliki rumah dan tidak layak mendapatkan bantuan
KPR.



B. Saran

1. Kepada pihak developer agar meningkatkan pemasaran
yang lebih merata agar penerima subsidi dari pemerintah
lebih tepat sasaran, dan tidak hanya untuk mengejar
keuntungan semata.

2. Kepada konsumen agar bisa melestarikan budaya jujur,
karena kita dilarang mengambil sesuatu yang bukan hak
kita.
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Lampiran



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 26/PRT/M/2016

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 26/PRT/M/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT NOMOR 21/PRT/M/2016 TENTANG
KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN
PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTRI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya lebih
memberikan kemudahan dan/atau
bantuan perolehan rumah bagi
masyarakat berpenghasilan rendah,
perlu dilakukan perubahan terhadap
persyaratan kredit pemilikan rumah

bersubsidi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan peraturan mentri
pekerjaan  umum dan perumahan
rakyat ~ nomor  21/PRT/M/2016
tentang kemudahan dan/atau bantuan
perolehan rumah bagi masyarakat

berpenghasilan rendah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara



Menetapkan

Republik Indonesia Nomor 5883);

. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun

2015 tentang Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 16);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016
tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan
Perolehan = Rumah  Bagi  Masyarakat
Berpenghasilan Rendah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 892);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR
21/PRT/M/2016 TENTANG
KEMUDAHAN DAN/ATAU
BANTUAN PEROLEHAN RUMAH
BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH.
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor
21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan
Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi
Masyarakat ~ Berpenghasilan ~ Rendah



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 892) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diantara ayat

(4) dan ayat (5) disisipkan dua

ayat, yakni ayat (4a) dan (4b)

sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 10

(1) Kelompok sasaran penerima

KPR Bersubsidi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat

@ harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki KTP;

b. tidak memiliki rumah;

c. belum pernah menerima
subsidi  perolehan rumah
berupa pemilikan rumah
dari Pemerintah;

d.  memiliki Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP);

e. memiliki SPT Tahunan
PPh Orang Pribadi sesuai
peraturan perundang-
undangan; dan

T memiliki penghasilan tidak
melebihi batas penghasilan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) yang
dibuktikan dengan slip gaji
yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang
atau  surat  pernyataan
penghasilan  dari  yang
bersangkutan untuk
penghasilan tidak tetap yang
diketahui  oleh kepala



()

©)

(4)

(42)

(4b)

desa/lurah  tempat KTP

diterbitkan.
Dalam hal kelompok
sasaran sebagaimana
dimaksudpada ayat Q)
berstatus suami istri,
dipersyaratkan keduanya tidak
memiliki rumah dan belum pernah
menerima  subsidi  perolehan
rumah berupa pemilikan rumah
dari Pemerintah.
Ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf

b dan huruf C

dikecualikan untuk
PNS/TNI/POLRI  yang pindah
domisili ~ karena  kepentingan
dinas.
Ketentuan pengecualian
sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berlaku hanya untuk satu
kali.
Dalam hal kelompok sasaran
penghasilannya tidak melebihi
batas penghasilan tidak kena pajak
(PTKP) dikecualikan dari
persyaratan Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan Pajak
Penghasilan (PPh) Orang
Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufe.
SPT  Tahunan PPh  Orang
Pribadi  sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)  huruf e
disyaratkan bagi  kelompok
sasaran yang memiliki NPWP
lebih dari 1 (satu) tahun,



sedangkan yang memiliki
NPWP kurang dari 1 (satu) tahun
harus menyerahkan SPT tahunan
PPh Orang Pribadi pada tahun
berikutnya kepada Bank

Pelaksana.

(5) Analisis kelayakan untuk
mendapatkan KPR
Bersubsididan pemenuhan
persyaratan sebagai

kelompoksasaran pemohon KPR
Bersubsidi  dilaksanakan  oleh
Bank Pelaksana.

(6) MBR yang berpenghasilan tidak
tetap yang bekerja di sektor
informal dapat melakukan
penyetoran dana untuk

pembayaran angsuran
KPR  Bersubsidi kepada Bank
Pelaksana secara harian atau
mingguan atau  sesua  dengan
ketentuan  yang berlaku di Bank
Pelaksana.

Ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah,

diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan

1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat

(6) dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Bank Pelaksana harus melakukan
verifikasi dan bertanggung jawab
atas ketepatan kelompok sasaran
KPR Sejahtera secara legal formal.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat sekurang-kurangnya

meliputi:
a. pemeriksaan  administrasi



@)

(4)

terhadap dokumen

persyaratan sebagaimana
dimaksud  dalam Pasal 24
ayat (1);

b. analisa kelayakan  dan
kemampuan mengangsur

pemohon KPR Sejahtera; dan

c. pemeriksaan fisik bangunan
rumah, prasarana dan sarana,
serta utilitas umum.

Fisik ~ bangunan rumah dan

prasarana dan  sarana, serta

utilitas  umum  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c

telah siap dihuni, dan sekurang-

kurangnya harus  dilengkapi
dengan:

a. atap, lantai dan dinding
yang memenuhi
persyaratanm teknis
keselamatan, keamanan dan
kehandalan bangunan;

b. terdapat jaringan distribusi air
bersih perpipaan dari PDAM
atau sumber air bersih lainnya

yang berfungsi;

c. utilitas jaringan listrik yang
berfungsi;

d. jalan lingkungan yang
telah selesai dan

berfungsi; dan
e. saluran/drainase lingkungan
yang telah selesai dan
berfungsi.
Dalam hal persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf ¢ dan huruf d belum



terpenuhi, Bank Pelaksana

dapat
melaksanakan perjanjian KPR
Sejahtera apabila telah memenuhi
persyaratan:

a. pelaku pembangunan
menyerahkan bukti
pembayaran biaya
penyambungan listrik dari
PLN;

b. dihapus;

bl. jalan lingkungan paling
sedikit ~ telah  dilakukan
perkerasan badan jalan dan
berfungsi;

b2. ada pernyataan dari pelaku
pembangunan bahwa:

1) Dbersedia menyelesaikan
jalan lingkungan paling
lambat 3 (tiga) bulan
sejak perjanjian
kredit/akad pembiayaan
KPR Sejahtera; dan

2) bersedia menyerahkan
jaminan  kepada Bank
Pelaksana berupa dana
yang ditahan palings
edikit 2 (dua) kali
nilai  jalan lingkungan
yang belum
terselesaikan
berdasarkan  penilaian
(appraisal) Bank
Pelaksana.

b3. ada surat pernyataan dari
calon debitur/nasabah
menerima  kondisi  jalan



lingkungan dan/atau listrik
sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b1.

(4a) Dalam hal pelaku pembangunan
belum  menyelesaikan  jalan
lingkungan sampai dengan batas
waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b2, maka
Bank Pelaksana:

a. menunjuk badan usaha jasa

konstruksi untuk
menyelesaikan jalan
lingkungan paling lambat 1
(satu) bulan dengan

menggunakan dana jaminan
pelaku pembangunan; atau

b. menyerahkan dana jaminan
pelaku pembangunan kepada
debitur atau nasabah untuk

menyelesaikan jalan
lingkungan.

(5) Bank Pelaksana membuat

daftar rekapitulasi

kelompoksasaran  yang  lolos
verifikasi  dan menerbitkan surat
pernyataan verifikasi.
(6) Dihapus.
Ketentuan Pasal 38 ayat (4) diubah,
diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan
1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat
(6) dihapus sehingga Pasal 38 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 38
(1) Bank Pelaksana harus melakukan
verifikasi dan bertanggung jawab
atas ketepatan kelompok sasaran
KPR SSB atau KPR SSM secara



legal formal.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud

(3)

pada ayat sekurang-kurangnya
meliputi:

a. pemeriksaan  administrasi
terhadap dokumen
persyaratansebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1);

b.  analisa  kelayakan  dan
kemampuan  mengangsur
pemohon KPR SSB atau
KPR SSM; dan

c. pemeriksaan fisik bangunan
rumah, prasarana  dan
sarana, serta utilitas umum.

Fisik - bangunan rumah dan

prasarana dan sarana, serta

utilitas  umum  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c

telah siap dihuni, dan sekurang-

kurangnya  harus  dilengkapi
dengan:

a. atap, lantai dan dinding
yang memenuhi
persyaratan teknis
keselamatan, keamanan dan
kehandalan bangunan;

b. terdapat jaringan distribusi
air bersih perpipaan dari
PDAM atau sumber air

bersih lainnya yang
berfungsi;
C. utilitas jaringan listrik yang
berfungsi;
d. jalan lingkungan  yang

telah selesai dan



(4)

berfungsi;

e. saluran/drainase lingkungan
yang telah selesai dan
berfungsi.

Dalam hal persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf ¢ dan huruf d belum
terpenuhi, Bank Pelaksana dapat
melaksanakan perjanjian KPR
SSB atau KPR SSM apabila telah
memenuhi persyaratan:

a.

b.
bl.

pelaku pembangunan
menyerahkan bukti
pembayaran biaya

penyambungan listrik dari
PLN
dihapus.

jalan lingkungan paling
sedikit ~ telan  dilakukan
perkerasan badan jalan dan
berfungsi;

b2. ada pernyataan dari pelaku

pembangunan bahwa:

1) bersedia
menyelesaikan jalan
lingkungan
palinglambat 3
(tiga) bulan sejak
perjanjian

kredit/akad
pembiayaan KPR
SSB atau KPR SSM;
dan

2) bersedia
menyerahkan
jaminan kepada
BankPelaksana



(42)

()

berupa dana
yang ditahan paling
sedikit 2 (dua) Kali
nilai jalan
lingkungan yang
belum terselesaikan

berdasarkan
npenilaian
(appraisal) Bank
Pelaksana.
b3. Ada surat pernyataan dari
calon
debitur/nasabahmenerima
kondisi jalan

lingkungandan/atau  listrik
sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan bl.

Dalam hal pelaku pembangunan
belum menyelesaikan  jalan
lingkungan sampal  dengan
batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b2,
maka Bank Pelaksana:

a. menunjuk badan usaha jasa
konstruksi untuk
menyelesaikan jalan
lingkungan paling lambat 1
(satu) bulan dengan
menggunakan dana
jaminan pelaku
pembangunan; atau

b.  menyerahkan dana jaminan
pelaku pembangunan
kepada debitur atau nasabah
untuk menyelesaikan jalan
lingkungan

Bank Pelaksana membuat



daftar rekapitulasi kelompok

sasaran yang
lolos verifikasi dan
menerbitkan  surat  pernyataan
verifikasi.
(6) Dihapus.

Ketentuan Pasal 53 ditambahkan 1
(satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga
Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53
(1) Bank Pelaksana wajib
menghentikan KPR Bersubsidi
dalam hal:

a. Kelompok sasaran penerima
bantuan dan/atau
kemudahan pembiayaan
memberikan pernyataan
sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1)
huruf g atau Pasal 37 ayat
(1) huruf g yang diketahui
kemudian  tidak  benar
dan/atau tidak dilaksanakan;

dan/atau
b.  Kelompok sasaran penerima
bantuan dan/atau

kemudahan pembiayaan
tidak menempati rumah
sejahtera tapak atau
satuan rumah sejahtera
susun secara terus-menerus
dalam waktu 1 (satu) tahun
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (2);
(2) Bank Pelaksana wajib
mengembalikan kemudahan
dan/atau bantuan pembiayaan



perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(2a) Dalam hal kelompok sasaran

penerima bantuan dan/atau
kemudahan pembiayaan
melakukan pelanggaran

sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (1) huruf a
dan/atau  huruf b, kelompok
sasaran wajib membayar pajak
pertambahan nilai (PPN) terutang
sesual  peraturan  perundang-
undangan.
Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah,
ayat (1) huruf e dihapus, dan diantara
ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua)
ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b) berikut:
Pasal 54
(1) Kemudahan dan/atau bantuan
pembiayaan perumahan yang harus
dikembalikan oleh  Bank Pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 53
ayat (2) terdiri dari:
a. sisa pokok dana FLPP;
b. manfaat dana FLPP;
C. subsidi bunga kredit
perumahan; danfatau d.
subsidi bantuan uang muka
perumahan.
e. dihapus.
(1a) Pengembalian sisa pokok dana
FLPP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
huruf a oleh Bank Pelaksana
paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender sejak penghentian KPR
Sejahtera.



(1b) Pengembalian manfaat dana
FLPP, subsidi bunga kredit
perumahan, dan subsidi bantuan
uang muka perumahan oleh Bank
Pelaksana paling lambat 1 (satu)
bulan sejak penghentian KPR
Bersubsidi.

(2) Manfaat dana FLPP
sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) huruf b dihitung dari:

a.  sejumlah dana yang
merupakan selisih antara
dana yang dihitung
berdasarkan bunga pasar

dengan dana yang
dihitung berdasarkan
bunga/marjin/sewa KPR
Sejahtera;

b. dana sebagaimana

dimaksud pada huruf a
dihitung sejak KPR
Sejahtera dibayarkan
kepada Bank
Pelaksana sampai
dengan penghentian KPR
Sejahtera;

c. bunga pasar sebagaimana
dimaksud pada huruf a
merupakan  suku  bunga
Bank Pelaksana pada saat

akad.
(3) Contoh perhitungan
manfaat dana FLPP

sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dalam perjanjian
kerjasama operasional.

6. Diantara Pasal 73 dan Pasal 74



disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal
73A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 73A

Pelaksanaan  ketentuan  dalam
Peraturan Menteri ini diberlakukan
45 (empat puluh lima) hari kalender
sejak  Peraturan  Menteri  ini
diundangkan.

Pasal 1l

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.**?

Ditetapkan di jakarta
pada tanggal 14 juli 2016

12 http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2016/PermenPUPR26-
2016.pdf (di unduh pada 28 oktober 2016, pkl 21.00 WIB)
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